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ABSTRAK 
 
FITA ERDINA, 2009. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI 
AKIBAT KONFLIK BERSENJATA DI REPULIK DEMOKRATIK KONGO 
MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL. Fakultas Hukum 
UNS. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 
pengungsi akibat konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif 
merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi  kepustakaan dengan jalan mengkaji 
bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik analisis 
data menggunakan metode deduksi.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat diperoleh hasil bahwa 
perlindungan bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK dibagi menjadi dua 
yaitu perlindungan secara umum yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 
1967, dan perlindungan secara khusus yang ditujukan bagi pengungsi kelompok 
khusus yakni pengungsi anak-anak dan pengungsi perempuan yang diatur dalam 
Konvensi hak anak-anak dan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap wanita 1979 (CEDAW). Perlindungan bagi pengungsi akibat 
konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo belum memenuhi semua hak 
terhadap pengungsi sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi 1951 dan Protokol 
1967, Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 
1979 (CEDAW), Konvensi Hak Anak-anak (Convention on the Rights of the Child) 
yang meliputi hak dan kewajiban pengungsi, standar perlakuan pengungsi. Unsur-
unsur yang belum terpenuhi adalah kamp-kamp pengungsi yang sudah tidak layak 
pakai, sanitasi kamp yang buruk, kekurangan pangan yang menyebabkan berbagai 
macam penyakit seperti kelaparan, kolera, dan gizi buruk yang melanggar hak 
pengungsi yang merupakan penjabaran dari Pasal 2 Konvensi 1951. Unsur lainnya 
yaitu pengungsi belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai pengungsi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi 1951 dan Protokol 1967 seperti hak 
keselamatan, keamanan, hak untuk hidup, masih adanya diskriminasi terlebih kepada 
pengungsi wanita dan anak yang melanggar Pasal 1 Konvensi hak anak-anak 
(Convention on the Rights of the Child ) dan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 12 CEDAW.  
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MOTTO 
 
“Yang bisa dilakukan seorang manusia terhadap mimpi-mimpi dan keyakinannya 
adalah dengan mempercayainya”. 
 
“Hal yang buruk adalah menyerah pada keadaan”. 
         
“Memaafkan merupakan bagian dari pribadi/perilaku orang yang kuat dan besar, 
pribadi yang kuat dan besar adalah orang yang mengutamakan kebaikan dan tidak 
merasa kurang karena sudah memaafkan ”. 
              (Mario Teguh) 
“Seorang pesimis adalah ia yang membuat kesulitan, kesulitan bagi kesempatan-
kesempatannya. 
 Seorang optimis adalah ia yang membuat kesempatan-kesempatan dari kesulitan-
kesulitannya”. 
             (Reginald B. Mamsell) 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo merupakan perang 
saudara berlangsung berkepanjangan di Kongo sejak 1998 yang menghancurkan 
serta menyeret seluruh wilayah tersebut dan negara-negara di sekitarnya. Aksi 
kekerasan tersebut telah menghancurkan infrastruktur dan perekonomian negara 
tersebut hingga akhirnya PBB mengambil alih permasalahan di negara itu dan 
memaksa Presiden Joseph Kabila menyelenggarakan Pemilihan Umum pada 30 
Juli 2006.  
Kepala negara Joseph Kabila, disebut-sebut merupakan calon terkuat dan 
sejumlah polling awal menyatakan Kabila akan menang dalam babak pertama 
pemilihan presiden. Kabila diperkirakan bisa mengalahkan 33 calon Presiden lain 
termasuk mantan pemimpin pemberontak Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba 
adalah mantan pemberontak yang menjadi menteri keuangan dan dituduh 
melakukan kejahatan. Bemba telah melancarkan perang sengit tujuh tahun sejak 
1998. Pada puncaknya, konflik di bekas negara Zaire itu, telah menyeret 
setidaknya tujuh kekuatan militer asing dan, meskipun ada serangkaian 
kesepakatan perdamaian dan proses peralihan berjalan sejak 2003, pergolakan 
etnik dan penjarahan terus mewabah bagian timur negeri tersebut.  
Calon lain meliputi keturunan tokoh kenamaan di negara bekas koloni 
Belgia itu, termasuk putra diktator lama Mobutu Seso Seko dan pahlawan 
kemerdekaan yang terbunuh Patrice Lumumba. Lumumba menang dalam 
pemilihan demokratis terakhir di negeri tersebut pada malam menjelang 
kemerdekaan 1960, tapi kemudian ia digantikan oleh Mobutu yang membuat 
xi 
 
negara itu identik dengan korupsi dan salah dalam mengurus pemerintahan 
sehingga dia diturunkan dari jabatannya pada tahun 1997(www.wikipedia.org).  
Selain konflik politik, juga terjadi pergolakan etnik antara lain konflik 
Ituri yaitu konflik antara agrikulturalis Lendu dan peternak Hema di wilayah Ituri 
sebelah timur laut Republik Demokratik Kongo. Pertempuran bersenjata dimulai 
tahun 1996 dan masih berlanjut sampai sekarang yang kemudian menyulut 
terjadinya konflik kivu. Konflik kivu adalah konflik bersenjata antara militer 
Republik Demokratik Kongo melawan pasukan pemberontak dibawah komando 
Laurent Nkunda. Konflik ini juga melibatkan United Nations Mission in the 
Democratic Republic of Congo (www.bbc.uk, UNMDRC terlibat Konflik, 17 
Desember 2008, 08:08 WIB). 
Konflik-konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo 
menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk, termasuk akses kesehatan, makanan, 
tempat tinggal sehingga menyebabkan ketakutan. Ketakutan tersebut 
menyebabkan warga negara pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan. 
Dikarenakan alasan untuk mencari perlindungan, terjadilah perpindahan 
penduduk secara besar-besaran yang melintasi wilayah batas negara dan mereka 
disebut dengan pengungsi.  
Konflik-konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo 
menyebabkan jumlah pengungsi yang selalu bertambah. Pada bulan November 
tahun 2004 lebih dari 1500.000 pengungsi, pada tahun 2008 jumlah pengungsi 
bertambah menjadi 200.000 pengungsi. Kondisi para pengungsi pun sangat 
memprihatinkan. Mereka memadati kamp-kamp pengungsian seperti kamp 
pengungsian di Kibati yang berada di sekitar kota Goma, ibu kota Provinsi Kivu 
Utara. Lebih dari 1.000.000 orang yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik 
tidak terjangkau bantuan. Mereka terjebak dalam pertempuran, bersembunyi, atau 
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terisolasi di daerah yang dikuasai pemberontak. Pada tanggal 23 Januari 2008, 
sekitar 150.000 warga meninggalkan rumahnya akibat kekerasan yang terus 
berlanjut, termasuk aksi perkosaan. Bahkan lebih dari 2.000 perkosaan tercatat 
terjadi pada Juni 2008 hanya di propinsi Kivu Utara. Sebagaian besar wanita dan 
anak perempuan korban pemerkosaan tidak melaporkan kejadian yang menimpa 
mereka. Para pengungsi mengalami kelaparan dan menderita berbagai macam 
penyakit seperti malaria, diare, pneumonia, dan gizi buruk sehingga sekitar 
5.400.000 orang tewas. Para pengungsi hanya bisa menggantungkan hidup dari 
bantuan kemanusiaan. Warga pun harus mengantre untuk mendapatkan bantuan 
berupa bahan-bahan pokok serta obat-obatan (Kompas, 30 Juli 2008). Saat 
konflik berlanjut pada tanggal 13 November 2008 jumlah pengungsi bertambah  
250.000 orang, pada tanggal 31 oktober 2008 kelompok separatis mendekati 
kamp pengungsi yang menyebabkan 50.000 pengungsi melarikan diri dari kamp-
kamp pengungsian di beberapa wilayah seperti di kota Rutshuru, di timur Kongo 
(www.korantempo.com, 50.000 pengungsi melarikan diri, 3 Desember 2008, 
09:48 WIB ).  
Menurut hukum internasional, untuk menangani masalah pengungsi 
terdapat aturan hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia 
internasional baik berupa instrumen regional maupun instrumen internasional, 
seperti The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, The 1967 
Protokol Relating to the Status of Refugees, the Convention Relating to the Status 
of Stateless Person (1954), Convention Governing the Specific Aspects of 
Refugees Problems in Africa (1969). Meskipun sudah ada instrumen-instrumen 
yang mengaturnya, selain konflik belum reda, permasalahan pengungsi pun masih 
belum dapat diatasi. Misalnya, terlantarnya pengungsi, adanya perlakuan semena-
mena terhadap pengungsi sehingga penulis tertarik untuk mepelajari, memahami 
secara lebih mendalam.   
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Berdasarkan uraian tersebut di muka, melalui serangkaian penelitian, 
peneliti bermaksud mengetahui perlindungan hukum bagi pengungsi akibat 
konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo menurut hukum pengungsi 
internasional, guna penulisan hukum yang berjudul :  
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK 
BERSENJATA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MENURUT 
HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL”.  
B. Perumusan Masalah  
Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari 
masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang 
akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan 
masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan 
gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta 
mencapai tujuan yang dikehendaki.  
Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.  
Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di 
Republik Demokratik Kongo berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional?  
C. Tujuan Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai 
dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam 
melangkah dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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a) Tujuan Obyektif : 
Tujuan obyektif penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan 
hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di Republik Demokratik 
Kongo berdasarkan hukum pengungsi internasional. 
b) Tujuan Subyektif :  
Tujuan subyektif penelitaian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan 
wawasan peneliti di bidang pengungsi  yang termasuk dalam hukum 
internasional khususnya mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi 
Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum 
Pengungsi Internasional berdasarkan hukum internasional dan guna 
melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
D. Manfaat Penelitian  
Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil 
penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian 
ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian 
tersebut. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini antara lain: 
 
 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, 
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hukum internasional mengenai pengungsi pada khususnya dan dapat dipakai 
sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.   
2. Manfaat Praktis  
Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 
sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi 
persoalan-persoalan hukum yang diharapkan dapat dipakai sebagai bahan 
evaluasi tentang permasalahan pengungsi baik oleh negara Indonesia maupun 
di dunia internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu 
memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait yang tertarik terhadap 
persoalan pengungsi.  
E. Metode Penelitian  
Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun 
dengan metode yang tepat. Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus 
ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Suatu metode 
penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat 
tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Jenis Penelitian  
Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono 
Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 : 15).  
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Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. 
Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, peneliti tidak perlu mencari 
data ke lapangan. Penelitian cukup dilakukan di perpustakaan, sehingga dalam 
penelitian normatif ini tidak memerlukan populasi ataupun sampel. Penelitian 
hukum normatif tidak memerlukan data primer melainkan data yang 
diperlukan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan 
penelitian kepustakaan yaitu terhadap data sekunder .   
2. Sifat Penelitian  
Dalam melakukan penelitian hukum ini, sifat penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian 
yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan, atau gejala-gajala lainnya. Maksudnya adalah terutama 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama 
atau didalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama 
didalam kerangka penyusunan kerangka baru (Soerjono Soekanto. 2001: 10). 
Dalam penelitian ini  peneliti menemukan dan memahami tentang 
perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di republik 
demokratik kongo menurut hukum pengungsi internasional.  
3. Jenis Data  
Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, berupa keterangan-keterangan 
atau pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi 
kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, koran dan lain-lain. 
4. Sumber Data  
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
sekunder yang meliputi :  
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis 
yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri : 
1) Statuta UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 
(Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi) 
di bentuk pada bulan Januari 1951. 
2) Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (The 1951 
Convention Relating Status of Refugees) 
3) Protokol Tanggal 31 Januari 1967 Tentang Status Pengungsi 
(Protocol Relating to the Status of Refugees of  31 January 1967)  
4) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1967 Tentang Asilium 
Teritorial (UN. Declaration on Territorial Asyylum 1967)  
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yaitu 
bahan hukum yang membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum 
primer terdiri dari :  
1) Kepustakaan yang ada hubungannya dengan hukum pengungsi 
2) Kepustakaan yang ada hubungannya dengan konflik bersenjata  
3) Kepustakaan penelitian terdahulu   
c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk-petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, terdiri dari :  
1) Kamus hukum/Black Law Dictionary 
2) Kamus besar bahasa Indonesia 
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3) Ensiklopedia. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini, pengumpulan data mempergunakan studi  
kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mengkaji bahan-bahan 
yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Langkah-langkah 
yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, 
membacanya, dan membuat catatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dibahas. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian 
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.  
6. Teknik Analisis Data  
Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan serta 
menghasilkan jawaban dari permasalahan maka perlu suatu bentuk teknik 
analisis data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting 
karena pada tahap ini data yang terkumpul yaitu data yang berupa data 
sekunder, maka peneliti berusaha mengolah dan menganalisanya. Dalam 
penelitian ini yang digunakan adalah metode deduksi, yaitu berpangkal dari 
prinsip-prinsip dasar yang kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek 
yang hendak diteliti (Peter Mahmud, 2005:42). Metode deduksi adalah 
prosedur penyimpulan logika ilmu pegetahuan, yaitu bertolak dari suatu 
proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada 
kesimpulan yang bersifat lebih khusus, yaitu perlindungan hukum bagi 
pengungsi akibat konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo menurut 
Hukum Pengungsi Internasional. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB I  : PENDAHULUAN 
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Dalam bab pendahuluan ini meliputi : latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, 
sistematika penelitian hukum. 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisikan kajian pustaka dan teori yang 
berkenaan dengan judul dan permasalahan yang diteliti ulang 
meliputi : tinjauan umum tentang pengungsi yaitu sejarah 
pengungsi, pengertian pengungsi, pengaturan pengungsi, 
istilah yang berhubungan dengan pengungsi, prinsip hukum 
pengungsi. Di samping itu dibagi tinjauan umum tentang 
konflik bersenjata meliputi pengertian konflik bersenjata, 
kategori konflik dan penyebab konflik. 
 
 
 
 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka 
dalam bab ini disajikan mengenai perlindungan hukum bagi 
pengungsi akibat konflik bersenjata menurut hukum 
pengungsi internasional. 
 
BAB IV : PENUTUP 
 Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran sehubungan 
dengan permasalahan yang diteliti.  
 
DAFTAR PUSTAKA  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori  
1. Tinjauan Umum Pengungsi 
a. Sejarah Pengungsi  
Masalah pengungsi adalah masalah klasik, karena keberadaannya 
dan terjadi dalam setiap peradaban umat manusia. Banyak contoh-contoh 
kasus yang berkaitan dengan pengungsi, baik yang diceritakan dalam 
ajaran-ajaran agama, seperti pengungsian umat Israel dari Mesir ke tanah 
yang dijanjikan Tuhan pada zaman nabi Musa. Pengungsian Nabi 
Muhammad SAW beserta para sahabat ke Madina. Bahkan contoh ekstrim 
adalah terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga ke dunia. Nabi Isa juga 
dianggap pengungsi. Dalam agama Hindu dikenal cerita tentang seorang 
tokoh bernama Ramayana yang juga dianggap sebagai pegungsi yang 
hidup dalam pengasingan (exile) yang ditinggalkan dalam hutan selama 14 
tahun (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 55 ).  
Pada abad ke 17, dalam sejarah Amerika, perpindahan penduduk 
dari Inggris ke Amerika dan menempati daerah yang dikenal dengan nama 
“New England”, juga merupakan pengungsi. Perang Balkan (1912-1913) 
menimbulkan gelombang pengungsian ke bagian tenggara Eropa. Arus 
pengungsi ini terus berlanjut sampai Perang Dunia I. Pengungsi dari Rusia 
sebanyak 1,5 juta orang, sebagai akibat dari Revolusi Rusia pada tahun 
1921. Mereka mengungsi ke negara-negara lain di Eropa. Pengungsi 
Yahudi Jerman di tahun 1933 sebagai akibat dari bangkitnya faham Nazi 
di Jerman (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 55-56).   
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Setelah itu pada tahun 1939 muncul Perang Dunia II yang juga  
merupakan contoh hasil dari sebuah peradaban umat manusia, yang telah 
menimbulkan kesengsaraan terhadap umat manusia. Perang Dunia II 
menyebabkan exodus besar-besaran penduduk yang melintasi wilayah 
suatu negara, yang kemudian mengilhami betapa perlunya pengaturan 
secara internasional. Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan 
Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi merupakan salah satu 
bentuk keperdulian masyarakat internasional, terutama di Eropa pada 
waktu itu, terhadap penyelesaian masalah pengungsi.  
Kerawanan sosial, ekonomi, dan politik, dalam negeri di negara-
negara di kawasan tertentu seperti Afrika, Amerika Latin, ataupun 
kawasan Asia bagian tenggara, terutama kawasan Indo-Cina menjurus 
kepada peruncingan bersenjata, terutama yang bersifat non-internasional. 
Pada abad ke 20 terjadi arus pengungsi yang berasal dari Indo-Cina, 
seperti pengungsi Vietnam, Laos, Kamboja yang banyak mencari 
perlindungan ke Amerika pada waktu rezim komunis mengambil 
kekuasaan di negara-negara itu. Manusia perahu merupakan bentuk 
pengungsi awal adab 20 yang lahir di kawasan Asia Tenggara. Juga 
penduduk Cuba yang mengungsi yang ke Amerika pada waktu Revolusi 
tahun 1959 yang membawa Fidel Castro memegang tampuk kekuasaan di 
negara-negara itu. Pengungsi Arab Palestina sebagai akibat diakuinya 
keberadaan negara Israel tahun 1948. pengungsi Punjab, Orang India 
Delhi, dan orang Pakistan di tahun 1947. Tahun 1971 tidak kurang 10 juta 
pengungsi dari Bangladesh ke India yang terjadi setelah meningkatnya 
ketegangan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur (sekarang 
Bangladesh). Pengungsi Afrika pada pertengahan tahun1960-an terjadi 
perang saudara yang memisahkan Salvador dan Guatelama mengajukan 
permohonan suaka (asylum) ke Amerika Serikat. Pengungsi Bosnia dan 
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Kroasia dari Eks Yugoslavia (1992-1995). Pengungsi etnis Cina Indonesia 
pada waktu kerusuhan Mei 1998. 
Pengungsi domestik pasca reformasi baru bahwa pengungsi itu 
tidak saja merujuk kepada mereka yang pergi melintasi batas negara tetapi 
mereka-mereka yang masih dalam wilayah satu negara juga disebut 
pengungsi dan memerlukan pengaturan yang khusus. Keadaan yang 
terakhir ini memerlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan 
dalam memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap mereka yang 
terlantar di dalam negeri mereka sendiri. Sementara perlindungan dan 
pertolongan dari negara induk masih sangat kurang bahkan tidak ada sama 
sekali. Petunjuk itu kemudian apa yang disebut dengan Guiding Principles 
on Internal Displacement atau Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi 
Internal yang dikeluarkan oleh Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
Koordinasi Urusan Kemanusiaan ).  
Menurut pendapat penulis bahwa pengungsi sudah ada sejak 
dahulu kala. Dari mulai jaman para nabi bahkan terjadi pada jaman purba. 
Penyebab mereka mengungsi pun terjadi karena hal yang masih sederhana 
tidak seperti akhir-akhir ini yang disebabkan oleh banyak faktor begitu 
juga permasalahan yang terjadi pada pengungsi. Sehingga dengan semakin 
banyaknya faktor penyebab dan permasalahan yang terjadi pada 
pengungsi maka sangat dibutuhkan suatu bidang ilmu hukum yang dapat 
menjawab dan mengatasi semua permasalahan yang ada. 
b. Pengertian Pengungsi  
1) Secara Harfiah  
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 
akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah 
mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya 
atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), 
pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi 
adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi 
politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik 
penguasa negara asalnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1995: 657). 
Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi 
terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (natural 
disaster) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. 
Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (man-
made disaster), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, 
penindasan kekebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan 
sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah 
negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik 
(Achmad Romsan, dkk, 2003 : 35 ). 
Pengertian pengungsi dalam skripsi ini adalah sekelompok 
orang yang mengungsi, yang pergi menyelamatkan diri melewati batas 
negara yang terjadi karena man-made disaster yaitu konflik bersenjata.  
2) Pendapat Para Ahli 
Pengertian pengungsi menurut para ahli : 
(a) Malcom Proudfoot  
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Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi 
dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. 
Walaupun tidak secara jelas dalam memberikan pengertian 
tentang pengungsi, pengertiannya yaitu : 
“These forced movements, …were the result of the 
persecution, forcible deportation, or flight of Jews and 
political opponents of the authoritarians governments; the 
transference of ethnic population back to their homeland or to 
newly created provinces acquired by war or treaty; the 
arbitatry rearrangement of prewar boundaries of sovereign 
states; the mass flight of the air and the terror of bombarment 
from the air and under the threat or pressure of advance or 
retreat of armies over immense areas of Europe; the forced 
removal of populations from coastal or defence areas underv 
military dictation; and the deportation for forced labour to 
bloster the German war effort’. (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 
36). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungsi 
adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat 
adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran 
orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang 
berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau  
provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, 
penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; 
perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya 
serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer 
di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari 
wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah 
militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam 
perang Jerman. 
(b) Pietro Verri  
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Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi 
dengan mengutip bunyi pasal 1 UN Convention on the Status of 
Refugees tahun 1951 adalah ‘applies to many person who has fled 
the country of his nationality to avoid persecution or the threat of 
persecution’. (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 36-37).      
Jadi menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang 
yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan 
penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang 
mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat 
disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.   
Berdasarkan kedua pakar Malcom Proudfoot dan Pietro 
Verri, menurut penulis pengertian pengungsi adalah sekelompok 
orang yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) 
karena terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan 
penganiayaan, penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, 
adanya perlawanan politik atau pemberontak dengan alasan ras, 
agama, kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial 
tertentu. 
3) Pengertian Pengungsi dalam Instrumen Internasional dan Regional  
Yang dimaksud dengan instrumen internasional disini adalah 
Statute of the ofice of the United Nations High Commissioner for 
Refugees, yang dikenal dengan sebutan Statuta UNHCR tanggal 14 
Desember 1950; Convention on the Status of Refugees, tanggal 25 Juli 
1951 dan mulai diberlakukan tanggal 22 April 1954, dan Protocol 
Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967, dan mulai 
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berlaku tanggal 4 Oktober 1967, dan UN Declaration on Territorial 
Asylum of 1967.  
Selanjutnya, instrumen regional yang berkaitan dengan 
pengungsi adalah the 1928 Havana Convention on Asylum, the 1993 
Montevideo Convention on Teritorial Asylum and Diplomatic Asylum, 
the 1951 Cartagena Declaration on Refugee s(Achmad Romsan,dkk, 
2003; 37).  
Menurut penulis instrumen-instrumen hukum pengungsi 
internasonal baik instrument regional maupun instrument internasional 
saling melengkapi satu sama lain. 
(1) Instrumen Internasional  
Instrumen Internasional yang dimaksudkan disini adalah 
ketentuan-ketentuan yang berlaku secara global. Adapun 
instrumennya terdiri atas : 
(a) Menurut Statuta UNHCR  
 Instrumen ini disahkan oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Resolusi 428 (V), bulan 
Desember 1959. United Nations High Commissioner for 
Refugees (Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
Urusan Pengungsi) di bentuk pada bulan Januari 1951. 
UNHCR memberikan pengertian pengungsi dengan 
menggunakan dua istilah, yaitu pengungsi mandat dan 
pengungsi statuta. Istilah yang dipergunakan ini bukan istilah 
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yuridis, melainkan untuk alasan praktis atau kemudahan saja. 
Pengertian istilah tersebut adalah sebagai berikut.  
a. Pengungsi Mandat adalah orang-orang yang diakui 
statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan 
fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh 
statuta UNHCR.  
b. Pengungsi Satuta adalah orang-orang yang berada di 
wilayah negaranegara pihak pada Konvensi 1951 (setelah 
mulai berlakunya konvensi ini sejak tanggal 22 April 
1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya 
Protokol ini sejak 4 Oktober 1967).    
Jadi antara kedua istilah ini hanya dipakai untuk 
membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi 1951 
dengan pengungsi menurut Konvensi 1951. Kedua kelompok 
yang dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam 
kategori pengungsi yang dapat mendapat perlindungan 
UNHCR. 
(b) Menurut Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi 
(The 1951 Convention Relating Status of Refugees) 
Menurut Konvensi Tahun 1951 pengungsi adalah :  
“As a result of events occurring before 1 January 1951 and 
owing to well founded fear of being persecuted for reasons 
of race, religion, nationality, membership of a particular 
sosial group or political opinion, is outside the country of 
his nationality and is unable or, owing to such fear, is 
unwilling to avail himself of the protection of that country; 
or who, not having a nationality and being outside the 
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country of his former habitual residence as a result of such 
events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to 
return to it” (Pasal 1 Konvensi Tahun 1951). 
Jadi pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar 
negaranya dan terpaka meninggalkan negara mereka karena 
adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 
dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena 
alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok 
sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut 
mereka. Bagi yang tidak memiliki warga negara, mereka 
berada yang di luar negara dimana mereka bertempat tinggal 
sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak 
dapat, atau karena adanya rasa takut yang sedemikian rupa dan 
tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut.  
(c) Menurut Protokol Tanggal 31 Januari 1967 Tentang Status 
Pengungsi (Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 
January 1967)  
Pengertian pengungsi terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 
Protokol tanggal 31 Januari 1967, yaitu : 
“for the purpose of the present Protocol, the term 
“refugee” shall, except as regards the application of 
paragraph 3 of this Article, mean any person within the 
definition of Article 1 of the Convention as if the words “As 
a result of events occurring before 1 January 1951 and 
…”and the words”… a result of such events; in Article 1 A 
(2) were committed”. (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 42-
43). 
“… dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima 
penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, 
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keanggotaanya di dalam kelompok sosial tertentu atau 
pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, 
dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk 
memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang 
yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar 
Negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa 
tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, 
tidak ingin kembali ke negaranya”. 
Jadi, pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 
dengan Protokol 1967 itu berbeda. Perbedaan pengertian 
pengungsi di sini membedakan pengungsi antara pengungsi 
sebelum tahun 1951 dengan pengungsi sesudah 1951.  
(d) Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1967 
Tentang Asilium Teritorial (UN. Declaration on Territorial 
Asylum 1967) 
Dalam Deklarasi Suaka Territorial tahun 1967 ini 
memperluas efektifitas perlindungan internasional terhadap 
para pengungsi yang dimaksudkan untuk mengembangkan 
instrumen hukum internasional untuk para pengungsi dan juga 
untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan khusus yang 
berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta 
akses terhadap dokumen perjalanan.  
Pengertian pengungsi menurut Deklarasi Suaka 
Teritorial tahun 1967 adalah setiap orang yang meninggalkan 
negaranya, termasuk mendapatkan perlakuan yang 
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sewajarnya, dan pemulangan ke negaranya (UNHCR, 2005: 
58). 
Penulis berpendapat bahwa instrumen-instrumen 
tersebut sudah memberikan penjelasan yang mudah dipahami 
mengenai pengertian pengungsi. Menurut penulis pengertian 
menurut instrumen-instrumen di atas saling melengkapi dan 
menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti Protokol 1967 
memperluas penerapan Konvensi dengan menambahkan 
situasi “pengungsi baru,” yakni orang-orang yang walaupun 
memenuhi definisi Konvensi mengenai pengungsi, akan tetapi 
mereka menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi 
setelah 1 Januari 1951. 
(2) Instrument Regional  
(a)  Organization of African Unity (OAU) Convention 
Pengertian pengungsi menurut Organization of 
African Unity (OAU) Convention adalah : 
“owing to external aggression, occupation, foreign 
domination or event seriously disturbing public order in 
either part or the whole of his country of origin or 
nationality”. 
Pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa 
meninggalkan negaranya karena agresi dari luar, pendudukan, 
dominasi asing atau adanya kejadian yang mengganggu 
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ketertiban umum secara serius di salah sau bagian atau di 
seluruh negara kebangsaan (UNHCR, 2005:58).  
Ketentuan ini mengandung ke lima kriteria yang 
harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang 
adalah :  
i. Ketakutan yang beralasan  
ii. Penganiayaan  
iii. Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam 
kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang 
dimilikinya  
iv. Di luar negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya  
v. Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu 
memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke 
negaranya.   
(b)  Menurut negara-negara Amerika Latin  
Instrumen hukum yang pertama yang digunakan 
untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi 
adalah the 1928 Havana Convention on Asylum (Konvensi 
Havana tahun 1928 tentang Suaka), the 1933 Montevideo 
Convention on Political Asylum (Konvensi Montevideo tahun 
1933 tentang Suaka Politik) dan the 1945 Caracas 
Conventions on Territorial Asylum and Diplomatic Asylum 
(Konvensi Karakas tentang Suaka Teritorial dan Suaka 
Diplomatik tahun 1945).  
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Pengertian pengungsi menurut the 1928 Havana 
Convention on Asylum (Konvensi Havana tahun 1928 tentang 
Suaka), the 1933 Montevideo Convention on Political Asylum 
(Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Suaka Politik) dan 
the 1945 Caracas Conventions on Territorial Asylum and 
Diplomatic Asylum (Konvensi Karalkas tentang Suaka 
Teritorial dan Suaka Diplomatik tahun 1945) memberikan 
definisi yang hampir sama dengan definisi pengungsi dalam 
Konvensi Pengungsi OAU. Pengungsi adalah orang-orang 
yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi dari 
luar, pendudukan, dominasi asing atau adanya kejadian yang 
mengganggu ketertiban umum secara serius di salah sau 
bagian atau di seluruh negara kebangsaan (UNHCR, 2005:58). 
Dalam Deklarasi Kartagena definisi pengungsi adalah 
orang-orang yang meninggalkan negara mereka dengan alasan 
jiwanya terancam, keamanan, serta kebebasan karena adanya 
kekerasan, agresi pihak asing, konflik internal, pelanggaran 
HAM yang berat, ataupun karena adanya hal-hal lain sehingga 
ketertiban umum terganggu (UNHCR, 2005:59).  
Kelemahan konvensi-konvensi di atas, yaitu the 1928 
Havana Convention on Asylum (Konvensi Havana tahun 1928 
tentang Suaka), the 1933 Montevideo Convention on Political 
Asylum (Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Suaka 
Politik) dan the 1945 Caracas Conventions on Territorial 
Asylum and Diplomatic Asylum (Konvensi Karakas tentang 
Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik tahun 1945) adalah 
tidak mengatur tentang peristiwa yang terjadi di tahun 1970-an 
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dan 1980-an. Karena itu dalam Deklarasi Kartagena, memuat 
definisi pengungsi sama dengan definisi yang ada dalam 
Konvensi OAU.  
Organization of African Unity (OAU) Convention, the 
1928 Havana Convention on Asylum (Konvensi Havana tahun 
1928 tentang Suaka), the 1933 Montevideo Convention on 
Political Asylum (Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang 
Suaka Politik) dan the 1945 Caracas Conventions on 
Territorial Asylum and Diplomatic Asylum (Konvensi Karakas 
tentang Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik tahun 1945) 
serta Deklarasi Kartagena kesemuanya ini sama-sama 
memberikan pengertian tentang pengungsi meskipun tempat 
berlakunya berbeda. Meskipun ada beberapa kelemahan 
tertentu hal itu tidak menyebabkan berkurangnya pemahaman 
tentang pengertian pengungsi. 
c. Pengertian Hukum Pengungsi Internasional  
Hukum Pengungsi Internasional (HPI) sering disingkat dengan 
sebutan Hukum Pengungsi yang merupakan cabang dari Hukum Hak 
Asasi Manusia (HukHAM) sama seperti Hukum Humaniter Internasional 
(HHI). Kedua bidang ilmu hukum yang terakhir ini sama-sama 
menekankan kepada perlindungan manusia dalam situasi-situasi yang 
khusus, seperti pertikaian Pertanyaan yang mendasar adalah; “Apa itu 
Hukum Pengungsi”, “Apa-apa saja yang diatur di dalam Hukum 
Pengungsi”. Sebagai sebuah cabang dari ilmu hukum yang baru lahir dan 
masih berusia sangat muda, tentu saja definisi yang dikemukakan belum 
dapat memberikan kepuasan kepada setiap orang. Walaupun demikian, 
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secara umum dapat dikatakan bahwa Hukum Pengungsi adalah suatu 
bidang ilmu hukum yang mengatur segala hal tentang pengungsi. Hukum 
Pengungsi Internasional itu adalah sekumpulan peraturan yang 
diwujudkan dalam beberapa instrumen-instrumen internasional dan 
regional yang mengatur tentang standar baku perlakuan terhadap para 
pengungsi. 
d. Istilah-istilah yang Berkaitan dengan Pengungsi (Achmad Romsan, dkk, 
2003 : 29-31) yaitu : 
1) Migrant Economic (migran ekonomi) 
Pengertian migran ekonomi adalah : 
“person who, in pursuit of employment or a better over all 
standard of living (that is, motivated by economic considerations), 
leave their country to take up residence elsewhere”. 
Economic migrant adalah orang-orang yang mencari 
pekerjaan atau penghidupan yang layak (karena pertimbangan 
ekonomi) meninggalkan negaranya untuk bertempat tinggal 
dimanapun.  
2) Refugees Sur Place (Pengungsi Sur Place)  
Pengertian pengungsi sur place adalah : 
“A person who was not a refugee when she left her country, but 
who became a refugee at a later date. A person becames a refugee 
sur place due to circumstances arising in her country of origin 
during her absence” (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 29). 
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Refugees sur place adalah seseorang yang tidak termasuk 
kategori pengungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi kemudian 
menjadi pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara 
asalnya selama dia tidak ada. 
 
3) Statutory Refugees (Pengungsi Statuta)  
Pengertian pengungsi statute adalah :  
“persons who meet the definitions of international instrumens 
concerning refugees prior to the 1951 Convention are usually 
referred to as “statutory refugees”.  
Statutory refugees adalah orang-orang yang yang memenuhi 
kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen 
internasional sebelum tahun 1951. Istilah ini hanya dipakai untuk 
membedakan antara “pengungsi sebelum konvensi 1951” dengan 
“pengungsi menurut Konvensi 1951”.  
4) War Refugees (Pengungsi Perang)  
Pengungsi perang adalah :  
“persons compelled to leave their country of origin as a result of  
international or national armed conflicts are not normally 
considered refugees under the 1951 Conventions of 1967 Protocol. 
They do, however, have the protection provided for in other 
international instrumens, i. e. the Geneva Convention of 1949, et. 
al. In the case of forces invasion and subsequent occupation, 
occupying forces may begin to persecute segments of the 
populations. In such cases, aslyum seekers may meet the 
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conditions of the Convention definition”(Achmad Romsan, dkk, 
2003 : 29)..  
War refugees adalah mereka yang terpaksa meninggalkan 
Negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat 
internasional atau nasional yang tidak dianggap pengungsi biasa 
menurut Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengungsi jenis ini 
mendapat perlindungan menurut instrumen internasional yang lain, 
yakni Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.   
5) Mandat Refugee (Pengungsi Mandat)  
Mandat dipergunakan untuk menunjuk orang-orang yang 
diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan 
fungsi, wewenang, atau mandate yang ditetapkan oleh Statuta 
UNHCR. Istilah pengungsi mandate dipergunakan terhadap para 
pengungsi yang berada di bawah kewenangan atau mandate UNHCR, 
seperti :  
(a) Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR, 
dimanapun mereka berada, sebelum berlakunya Konvensi 1951 
pada 22 April 1964 dan/sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 
4 Oktober 1967,  
(b) Orang-orang yang diakui sebagai Pengungsi oleh UNHCR yang 
berada di luar Negara-negara Pihak pada Konvensi 1951 
(sesudah mulai berlakunya Konvensi 1951 sejak 22April 1954) 
dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya protokol ini 
sejak 4 Oktober 1967).   
Pengungsi Mandat adalah seseorang yang memenuhi 
kriteria Statuta UNHCR, sebagai pengungsi dan oleh karenanya 
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mendapat perlindungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik yang 
bersangkutan berada di dalam atau di luar Negara Peserta Konvensi 
1951 atau Protokol 1967 (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 31). 
Pengertian lain pengungsi mandat adalah seseorang yang 
mengklaim dirinya pencari suaka sebagai pengungsi atau bukan, yang 
diberi status, diberi kartu identitas kepada mereka yang telah 
dinyatakan sebagai pengungsi, dan dilakukan terhadap mereka seperti 
pencegahan penahanan, pengusiran, atau pengembalian paksa 
pengungsi ke tempat wilayah pengungsi yang sedang terjadi 
persekusi (Enny Soeprapto, 2002 : 18). 
6) Statute Refugee (Pengungsi Statuta)  
Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada 
orang-orang yang berada di dalam wilayah Negara-negara Pihak pada 
Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya Konvensi 1951 sejak 
22April 1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya 
protocol ini sejak 4 Oktober 1967), yang statusnya sebagai pengungsi 
diakui oleh Negara-negara Pihak Konvensi 1951 dan/atau Protokol 
1967 berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan 
oleh instrumen-instrumen tersebut.  
Pengungsi Statuta adalah orang-orang yang memenuhi 
kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen sebelum 
tahun 1951.  
7) Internally Displaced Person/IDPs (Pengungsi Dalam Negeri)  
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Istilah Internally Displaced Persons/IDPs digunakan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNHCR pertama kali pada tahun 
1972 untuk menunjuk orang-orang di Sudan, yang karena terjadi 
konflik bersenjata internal di Negara itu terpaksa meninggalkan 
kampung halamannya untuk pergi ke tempat-tempat lain yang lebih 
aman, tetapi masih dalam wilayah Negara mereka sendiri. Istilah ini 
dipakai sampai pada tahun 1974.  
UNHCR mengartikan istilah Displaced Persons/DPs 
sebagai orang-orang yang karena konflik bersenjata internal di negara 
itu terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke 
tempat-tempat lain yang lebih aman, tetapi masih di dalam wilayah 
negara mereka sendiri. Sejak tahun 1975 UNHCR dan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa memakai istilah ini untuk merujuk orang-orang yang 
meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat lain yang 
dirasanya aman, sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata di 
negara asalnya, tetapi yang (sudah) berada di luar perbatasan Negara 
asalnya. Untuk displaced persons dalam pengertian semula (tetap 
masih berada dalam wilayah negara yang sama), dan untuk itu 
UNHCR memakai istilah Internally Displaced Persons/IDPs.  
Istilah displaced persons dalam berbagai resolusi Majelis 
Umum tahun 1975 yang memberikan hak kepada UNHCR untuk 
memberikan bantuan dan perlindungan kepada orang-orang terlantar 
(persons displaced) di luar negara asal yang tidak dimasukkan dalam 
“kondisi seperti pengungsi”, akibat kejadian-kejadian (kadang-
kadang sebagai “bencana buatan manusia”) yang timbul dalam negara 
asal mereka.  
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Dalam Guilding Principles on Internal Displacement, angka 
2: pengantar, memuat pengertian dari istilah Internally Displaced 
Persons (IDPs) sebagai berikut :  
“…internally displaced persons are persons or groups of persons 
who have been forced or obliged to flee or to leave their homes 
or places of habitual residence, in particular as a result of or in 
order to avoid the effects of armed conflict, situations of 
generalized violence, violations of human rights or natural or 
humanmade disasters, and who have not crossed an 
internationally recognized tate border” (Achmad Romsan, dkk, 
2003 : 32-33). 
Internally Displaced Person’s (pengungsi internal) adalah 
orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang dipaksa atau 
terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat 
mereka dahulu biasa tinggal, terutama akibat dari, atau dalam rangka 
menghindar dari dampak konflik bersenjata, situasi rawan yang 
ditandai maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran 
HAM, bencana alam, atau bencana akibat ulah manusia, dan yang 
tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional 
(OCHA, Juli 2001) (www.sekitarkita.com, idenk , 19 Agustus 2004). 
Pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok orang 
yang dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah, 
tempat tinggal mereka, terutama sebagai akibat dari, atau dalam 
rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, 
situasi rawan yang ditandai dengan maraknya tindak kekerasan secara 
umum, pelanggaran hak-hak manusia, bencana alam atau bencana 
akibat ulah manusia dan tidak melewati batas Negara yang diakui 
secara internasional (www.mpbi.org, pengertian pengungsi internal, 
20 Juni, 12 : 10 WIB ). 
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Pengertian internally displaced persons lainnya adalah 
orang-orang yang tersingkir dalam negeri yang disebabkan oleh 
manusia atau karena faktor alam (www.komnasham.go.id). 
Jadi internally displaced persons adalah orang-orang atau 
sekelompok orang yang dipaksa atau diharuskan meninggalkan 
rumah atau tempat tinggal mereka, terutama sebagai akibat atau 
disebabkan konflik bersenjata, dalam situasi terjadi pelanggaran, 
pelanggaran hak asasi manusia atau peristiwa alam atau karena 
perbuatan manusia, dan tidak menyeberang perbatasan negara yang 
diakui secara internasional.  
8) Stateless Persons (Orang-orang tanpa Warga Negara)  
Stateless Persons adalah “persons who either from birth or as 
result of subsequent changes in their country of origin are 
without citizenship”.  
Jadi orang yang termasuk stateless persons adalah setiap 
orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam Negara 
asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab 
seseorang dapat menjadi tidak bernegara, yaitu sejak lahir atau akibat 
perubahan dalam Negara asalnya. Upaya internasional dalam rangka 
mengurangi “stateless persons”  sudah ada yaitu melalui “The 
Convention on the Reduction of Statelessnes (1961)”. Salah satu 
bentuk perubahan yang terjadi dalam suatu Negara yang dapat 
menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kehilangan 
kewarganegaraan adalah peristiwa succession of state atau suksesi 
negara. Menurut Ian Bronwlie bahwa ‘State succession arises when 
there is a definitive replacement of sovereignty over a given territory 
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in conformity with international law’. Untuk menghindari seseorang 
kehilangan kewarganegaraan dalam peristiwa suksesi Negara, 
Resulosi Majelis Umum 55/153 mengenai “Nationally of natural 
persons in relation to the succession of States” dalam pasal 1 yaitu :  
‘Every individual who, on the date of the succession of  States, 
had the nationality of the predecessor State, irrespective of the 
mode of acquisition of that nationality, has the right to the 
nationality at least one of the State concered…..’  
Berdasarkan resolusi ini, maka setiap orang yang pada saat 
terjadi suksesi negara, berkewarganegaraan dari negara lama 
(predecessor state) memiliki hak atas kewarganegaraan dari salah 
satu Negara yang tersangkut. Maksudnya orang yang bersangkutan 
dapat memilih kewarganegaraannya baik dari negara lama atau 
Negara pengganti (successor state). Pilihan ini, tentunya untuk 
menghindari agar seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan dan 
akan menjadi seorang “stateless persons”.  
Pengertian lain dari stateless persons adalah seseorang yang 
berada di luar negara kewarganegarannya atau apabila tidak memiliki 
kewarganegaraannya, yang disebabkan karena mempunyai atau 
pernah mempunyai rasa kecemasan yang berdasar atas persekusi 
karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, atau opini politik yang 
dapat atau tidak dapat, berdasarkan kecemasan tersebut tidak mau 
memanfaatkan perlindungan pemerintah negara kewarganegaraannya 
(www.komnasham.go.id). 
Dengan adanya istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum 
pengungsi maka dapat mengetahui dan dapat membedakan antara 
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pengungsi itu sendiri dengan isilah-istilah yang berkaitan dengan 
hukum pengungsi, karena terkadang masyarakat awam berpandangan 
semuanya itu sama pengertiannya.  
e. Sumber-sumber Hukum Pengungsi  
Sumber hukum adalah sumber yang tepat untuk mencari asal atau 
dasar yang digunakan sebagai aturan hukum internasional. Adapun 
menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional adalah : 
1) Perjanjian internasional 
2) Kebiasaan internasional 
3) Prinsip hukum umum 
4) Jurisprudensi 
5) Ajaran/doktrin para ahli  
Sedangkan yang menjadi sumber hukum pengungsi 
internasional adalah : 
1)   Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1961 
Convention on the Reduction of Stateless Persons ) dan Protokol 
Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi  
Antara Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan 
Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi mengandung tiga 
ketentuan ; 
a) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja 
yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi, 
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b) Ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi 
termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara 
dimana mereka menetap, 
c)   Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen   
pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun 
diplomatik. 
2) Instrumen lain yang mendukung :  
a) The Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954) 
yang mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga 
negara.  
b) The Convention on the Reduction of Statlessness (1961) mengatur 
tentang pengurangan terhadap jumlah orang-orang yang tidak 
memiliki warga negara pihak dengan memberikan status 
kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara 
itu.  
c) The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of 
Civillian Persons in Time of War (1949) mengatur tentang 
perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang. 
d) The 1967 Unatied Nations Declaration on Territorial Asylum 
(1967) bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan 
internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar 
bangsa-bangsa dan untuk menyelaesaikan masalah-masalah 
internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya atau yang 
bersifat kemanusiaan.  
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Secara garis besar antara Konvensi tahun 1951 dan Protokol 
tahun 1967 mengandung tiga ketentuan dasar (Achmad Romsan, dkk, 
2003; 87) : 
a) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja 
yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi  
b) Ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi 
termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara 
dimana mereka menetap  
c) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen 
pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun 
diplomatik. 
Menurut penulis sumber-sumber hukum pengungsi baik 
konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi maupun 
instrumen pendukung seperti The Convention Relating to the Status of 
Stateless Persons (1954) yang mengatur tentang orang-orang yang 
tidak memiliki warga Negara dan The Convention on the Reduction of 
Statlessness (1961) mengatur tentang pengurangan terhadap jumlah 
orang-orang yang tidak memiliki warga negara pihak dengan 
memberikan status kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka yang 
lahir di negara itu saling melengkapi satu sama lain.  
f. Prinsip-prinsip Hukum Pengungsi 
1) Prinsip Suaka (Asylum)  
Pada tahun 1967, Majelis Umum PBB menerima Deklarasi 
tentang Suaka Teritorial yang ditujukan terhadap negara-negara. 
Deklarasi mengulangi pernyataan bahwa pemberian suaka merupakan 
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tindak damai dan humaniter yang tidak dapat dipandang sebagai 
sesuatu hal yang tidak bersahabat oleh negara mana pun, dan mencatat 
bahwa merupakan tanggung jawab negara suaka untuk menilai klaim 
suaka seseorang.  
Kata ”asylum” dalam bahasa Yunani atau ”asylum” dalam 
bahasa latin berarti” sebuah tempat terhormat dimana seorang yang 
sedang dikejar berlindung. Berdasarkan alasan baik itu agama dan 
sipil, hak memberikan perlindungan ini diberikan kepada tempat-
tempat ibadah dan kepada negara terhadap seorang warga negara asing 
yangberada dalam status buronan tanpa mempertimbangkan jenis 
perbuatan kriminal atau pelanggaran yang telah dilakukannya. 
Sehingga, dalam waktu yang lama, kejahatan-kejahatan umum 
(ordinary crime) tidak dapat di-ekstradisi-kan. Baru sejak abad ke 
tujuh belas beberapa ilmuwan termasuk ahli hukum dari Belanda Hugo 
Grotius membedakan antara kejahatan bersifat politik dan kejahatan 
umum, selanjutnya status Asylum hanya dapat digunakan oleh mereka 
yang menghadapi penuntutan (prosecution) karena alasan politik dan 
keagamaan. Sampai dengan pertengahan abad ke sembilan belas 
hampir semua Perjanjian Ekstradisi mengakui prinsip Non-Ekstradisi 
terhadap pelaku kejahatan politik, namun dengan pengecualian 
terhadap mereka yang melakukan kejahatan kejahatan terhadap kepala 
negara (Iman Prihandono,2006:4). 
 
Pengertian lain dari suaka menurut beberapa pakar adalah 
sebagai berikut. 
Pengertian suaka menurut Sumaryo Suryokusumo adalah 
(Sumaryo Suryokusumo,1995:163) : 
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”Suaka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari 
perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun didalam 
lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika 
perlindungan diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses 
hukum dari negara dimana dia berasal”. 
Nampak bahwa dari pengertian diatas secara tegas mengandung dua 
jenis suaka, yaitu suaka territorial dan diplomatik. 
 
Pengertian suaka menurut Sulaiman Hamid adalah (Sulaiman 
Hamid,2002:46) : 
”Suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara 
kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa individu-
individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan 
perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya”.  
 
Sementara itu J.G. Starke menulis bahwa konsep Asylum 
dalam Hukum Internasional mengandung setidaknya dua elemen, yaitu 
: a). Tempat perlindungan (shelter), yang bukan hanya sekedar tempat 
berlindung sementara; dan b). Sebuah usaha perlindungan aktif (active 
protection) sebagai bagian dari kewenangan pemegang kekuasaan di 
wilayah teritorial dimana Asylum tersebut diberikan. 
 
Pencari suaka adalah seseorang yang mencari perlindungan 
internasional sebagai individu atau secara berkelompok. Di negara 
dengan prosedur individu, pencari suaka adalah seseorang yang 
permohonannya belum diputuskan oleh negara di mana orang tersebut 
mengajukan permohonannya. Setiap permohonan suaka belum tentu 
dikabulkan sebagai pengungsi, tetapi setiap pengungsi awalnya adalah 
pencari suaka (UNHCR, 2005:12).  
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“ Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain dari 
persekusi” (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 14). 
Sebagaimana diakui dalam Konvensi OAU (Organization of 
African Unity), Deklarasi Kartagena, dan Deklarasi PBB tentang 
Suaka Teritorial, 1967, pemberian suaka adalah tindakan humaniter 
internasional dan bersifat politis.  
Kata “suaka” tidak didefinisikan dalam hukum internasional, 
tetapi kata tersebut telah menjadi istilah paying bagi keseluruhan 
perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi di 
wilayahnya, suaka berarti, paling tidak, perlindungan pokok-yakni, 
tidak dikembalikan secara paksa (refoulement) ke perbatasan wialyah 
dimana hidup atau kebebasan pengungsi tersebut akan terancam untuk 
sementara waktu, dengan kemungkinan tinggal di negara penerima  
sampai solusi di luar negara itu dapat dikemukakan. Di banyak negara 
hal ini berarti lebih banyak yakni inkorperasi hak-hak sebagaimana 
dimaksud dalam Konvensi 1951 dan bahkan lebih jauh. 
 
2) Prinsip Non-Refoulement  
Prinsip non-refoulement adalah suatu prinsip dimana tak satu 
orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara 
ketika kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar 
perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial 
tertentu atau keyakinannya akan haluan politik tertentu; atau dimana  
didapati alasan untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi 
bahaya untuk mendapat siksaan.  
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“Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir atau mengembalikan 
(refouler) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah 
ketika hidup atau kebebasannya akan terancam karena rasnya, 
agamanya, kebangsaannya, keanggotaanya dalam kelompok sosial 
tertentu, atau pandangan politiknya” (Konvensi tentang Status 
Pengungsi 1951, pasal 33 ayat (1)). 
“The key protection in the Refugee Convention is non-refoulement, 
the obligation on states not to return a refugee to place in which he 
will face the risk of being persecuted” (Michelle Foster,2007:226). 
Prinsip non-refoulement :  
a) Melarang pengembalian pengungsi dengan cara apapun ke 
negara atau wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam 
karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok 
sosial tertentu atau pendapat politiknya,  
b) Pengecualian hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang 
bersangkutan merupakan ancaman bagi keamanan nasional telah 
dijatuhi hukuman atas kejahatan yang serius, berbahaya bagi 
masyarakat; namun tidak berlaku jika individu tersebut 
menghadapi risiko penyiksaan atau perlakuan atau hukuman 
yang kejam, tidak manusiawi atau menghinakan, 
c) Sebagai bagian dari hukum adat dan hukum traktat, prinsip dasar 
ini mengikat semua negara.  
3) Hak dan kewajiban para pengungsi  
Hak-hak yang paling utama bagi Perlindungan Pengungsi 
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 :  
xlix 
 
a) Hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan pribadi  
b) Hak mencari dan menikmati suaka  
c) Hak untuk memperoleh pendidikan   
d) Hak pengakuan sebagai pribadi di depan hukum  
Hak-hak pengungsi menurut Konvensi tahun 1951 tentang 
status pengungsi : 
a) Masuk ke dalam suatu wilayah suatu negara  
b) Non-refoulement yaitu setiap negara suaka dilarang 
mengembalikan pengungsi secara paksa dengan cara apa pun 
c) Tidak diusir   
d) Mendapat standar perlakuan mínimum  
e) Penghormatan terhadap hak asasinya 
f) Jaminan terhadap proses penentuan status pengungsi  
g) Solusi permanen 
Sedangkan kebebasan-kebebasan yang didapat adalah :  
a) Kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau penghukuman 
yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat 
kemanusiaan  
b) Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang  
 Kewajiban pengungsi adalah : 
a) Membuat dokumen perjalanan sebagai bukti sehingga ia dapat 
diperlakukan selayaknya yang tercantum dalam Konvensi 1951. 
Tetapi dikarenakan pengungsi tidak dimungkinkan membuat 
dokumen maka dokumen perjalanan ini diberikan secara otomatis 
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dan merupakan fasilitas dari Negara suaka atau oleh lembaga 
internasional.  
b) Wajib mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di 
negara pengungsiannya serta memelihara ketertiban umum (Pasal 2 
Konvensi 1951 tentang Status pengungsi). 
g. Kewajiban Perlindungan Internasional Bagi Pengungsi yang Diberikan 
oleh Negara-Negara Yang Bersangkutan terhadap Pengungsi dan 
Lembaga Internasional 
Setiap Negara bertanggung jawab unutk menjamin agar hak 
warganya dihormati. Oleh karenanya, perlindungan internasional hanya 
diperlukan jika perlindungan nasional tidak diberikan atau tidak ada. Pada 
saat inilah tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan 
internasional terletak pada Negara di mana individu mencari suaka. Setiap 
Negara mempunyai tugas umum memberikan perlindungan internasional 
sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hukum 
hak asasi internasional dan hukum adat internasional.  
Selain Negara yang mempunyai tanggungjawab terhadap 
pengungsi, ada juga lembaga internasional yang bertanggungjawab 
terhadap pengungsi. Lembaga ini mempunyai wewenang khusus untuk 
melindungi pengungsi. Tanggungjawab atau kewajiban terhadap 
pengungsi antara keduanya hampir sama. Kewajiban-kewajiban tersebut 
antara lain :  
1) Memberikan dokumen identitas  
2) Memberikan dokumen perjalanan  
3) Kebutuhan dasar dan manfaat sosial  
4) Konseling sosial   
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5) Bantuan hukum yang diperlukan  
Kewajiban-kewajiban yang ada pada Negara dan lembaga 
internasional di atas adalah untuk melindungi pengungsi sehingga dalam 
rangka melindungi pengungsi dibutuhkan kerjasama antara Negara dan 
lembaga internasional tersebut. Kerjasama ini sangat penting, selain untuk 
melindungi pengungsi juga berguna untuk mengatasi permasalahan 
pengungsi yang ada. 
h. Lembaga Internasional yang Menangani Pengungsi  
Gambaran umum mengenai perkembangan perlindungan 
pengungsi internasional yang dilakukan oleh lembaga internasional adalah 
sebagai berikut (Achmad Romsan dkk, 2003: 62-69). 
1) Liga Bangsa-Bangsa 
Lembaga ini dibentuk pada tahun 1921 dan berakhir pada 
tahun 1946. Meskipun lembaga ini tidak berusia lama, tetapi justru 
banyak melahirkan instrumen-instrumen hukum mengenai 
perlindungan para pengungsi. Selama periode Liga Bangsa-Bangsa, 
banyak badan dibentuk yang dimaksudkan untuk membantu Komisi 
Agung Pengungsi. Seperti, The Nansen International Office for 
Refugees (1931-1938), The  Office of The High Commissioner for 
Refugees (1931-1938), The Office of The High Commissioner of The 
League of Nations for Refugees (1939-1946), dan Intergovermental 
Committee for Refugees (1938-1947).  
2) UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 
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Lembaga ini dibentuk pada tahun 1943, yang mempunyai 
tujuan untuk memukimkan kembali (ressettlement) para pengungsi 
ke negara mereka yang terlantar akibat Perang Dunia II. Mandat 
UNRRA awalnya hanya enam bulan saja tetapi kemudian 
diperpanjang karena kerja UNRRA semakin sulit mengingat terdapat 
12.000.000 etnis Jerman dari Blok Timur yang tidak ingin 
dipulangkan.   
3) IRO (The International Refugee Organitation)  
Lembaga ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1946 dalam 
Resolusi 62 (1) dari Majelis Umum PBB. Dari lembaga-lembaga 
yang lain (Liga Bangsa-Bangsa dan UNRRA), IRO merupakan 
lembaga internasional pertama yang menangani masalah pengungsi 
secara komprehensif. Hal ini terlihat dari registrasi, penentuan status 
pengungsi, repatriasi, sampai ke penempatan kembali pengungsi. 
Tujuan IRO adalah merepatriasi para pengungsi, tetapi karena 
perkembangan politik pasca perang Eropah tujuan tersebut beralih 
menjadi mengusahakan penempatan para pengungsi. Selain itu IRO 
juga telah mengembangkan ukuran standar yang berkaitan dengan 
migrasi dalam jumlah besar dan hanya akan dapat dicapai melalui 
usaha koordinatif dalam kerangka badan internasional.  
Dengan perkembangan dan perubahan keadaan maka dibentuklah 
lembaga khusus yang menangani pengungsi di wilayah tertentu, seperti 
pengungsi Rusia, Jerman dan pengungsi Palestina. Badan yang menangani 
pengungsi Rusia adalah Office of The High Commissioner for Russian 
Refugees, untuk menanganin pengungsi Jerman maka dibentuk High 
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Commissioner for Refugees Coming From Germany yang dibentuk pada 
tahun 1931.  
Sedangkan untuk menangani pengungsi Palestina pada tahun 
1950 dibentuklah UNRWA United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East). Lembaga ini di bentuk mempunyai 
tujuan khusus yaitu menanggulangi masalah-masalah pengungsian, 
meliputi masalah perlindungan terhadap para pengungsi dan mencari 
solusi agar masalah pengungsi tidak berlarut-larut, memberikan 
perlindungan dan bantuan pada para pengungsi. Lembaga ini telah, dan 
masih, memberikan bantuan sisi kebutuhan para pengungsi berupa 
penyediaan bahan-bahan pokok untuk kebutuhan makanan dan sekolah-
sekolah untuk pendidikan, juga sebagian bantuan kesehatan 
(www.dakwatuna.com, Sejarah Bangsa Palestina (Bag ke-5): Rakyat 
Palestina di Luar ). 
Adapun lembaga-lembaga internasional yang menangani 
pengungsi antara lain (UNHCR, 2005 : 15) : 
 
 
a) UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 
Lembaga ini menpunyai wewenang khusus untuk melindungi 
pengungsi. Selain itu UNHCR juga mempunyai tugas dan wewenang 
dalam menangani pengungsi. Tugas, wewenang, serta fungsi UNHCR 
tercantum dalam Statuta UNHCR.  
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Tugas UNHCR terdapat dalam Statuta UNHCR bab kedua. Tugas 
UNHCR yaitu (Achmad Romsan,dkk, 2003 : 39-40) :  
(1) To promote the conclusions and ratification of international 
conventions, supervising their application and proposing 
amandements; 
(2) To promote meansures to improve the situation of refugees and 
reduce the number requiring protection; 
(3) To assist efforts to promote voluntary repatriation or local 
settlement; 
(4) To promote the admission of refugees to territories of states; 
(5) To facilitate the transfer of refugees assets; 
(6) To obtain from Governments information concerning refugee 
numbers and conditions, and relevant laws and regulations; 
(7) To keep in tauch with Governments and intergovernments 
organizations; 
(8) To establish contact with private organizations;  
(9) To facilitate the coordination of their efforts.  
Kewenangan UNHCR yaitu :  
(1) Meningkatkan skala operasi UNHCR yaitu menemukan solusi 
bagi para pengungsi yang masih belum mendapatkan tempat 
tinggal.  
(2) Semakin luasnya ruang lingkup aktifitas UNHCR yaitu 
memfasilitasi pemukiman bagi pengungsi, memberikan bantuan 
secara materi seperti papan dan pangan, kesehatan pendidikan dan 
bantuan lainnya. 
(3) Meningkatkan jumlah pelaku internasional yang memberikan 
bantuan bagi perlindungan dan bantuan bagi pengungsi. 
b) ICRC (Internasional Committee of the Red Cross) membantu dalam 
menangani korban perang. 
c) World Food Programme (WPP) bertugas memberikan bantuan 
pangan, termasuk ke kamp-kamp pengungsi.  
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d) United Nations Children’s Fund (UNICEF) bertugas mempromosikan 
hak anak melalui program-program yang terfokus pada kesehatan, 
gizi, pendidikan, pelatihan dan pelayanan social untuk anak, serta 
kegiatan-kegiatan yang melengkapi upaya UNICEF atas nama 
pengungsi anak. 
e) World Health Organization (WHO) yang bertugas mengarahkan dan 
mengkoordininir tugas kesehatan internasional dan aktif 
berkampanye tentang imunisasi dan kesehatan reptoduksi. 
f) United Nations Development Program (UNDP) mempunyai tugas 
mengkoordinir semua kegiatan pembangunan PBB termasuk 
mengawasi kegiatan pembangunan jangka panjang menyusul 
terjadinya darurat pengungsi serta membantu proses integrasi 
pengungsi ke Negara-negara suaka atau reintegrasi ke Negara asal. 
g) Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) bertugas 
memimpin kegiatan advokasi global melawan epidemi ini, menjadi  
ujung tombak inisiatif perawatan dan bantuan bagi penderita-
penderitanya. 
h) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR) yang bertugas mengkoordinir gerakan PBB untuk hak 
asasi manusia serta memberikan tanggapan terhadap pelanggaran 
berat hak asasi manusia.  
Kebutuhan untuk menciptakan dan mewujudkan tanggung jawab 
untuk melindungi pengungsi tidak dapat terpenuhi bila tidak ada 
kerjasama. Untuk itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut telah 
dilakukan upaya untuk membina kerjasama antara lembaga-lembaga di 
atas. Selain untuk melindungi pengungsi kerjasama tersebut juga penting 
guna mengatasi masalah pengungsi. 
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2. Tinjauan Umum Konflik Bersenjata  
a. Pengertian  
Ada berbagai macam pendapat para pakar mengenai konflik bersenjata 
atau armed conflict sangat beragam. Dapat diambil contoh, pendapat dari 
(Haryomataram, 2002 : 1-3) : 
 
Pictet, yang menyatakan :  
“the term armed conflict has been used here in addition to the word war 
which it is tending to supplant”. 
Edward Kossoy yang menyatakan :  
“As already mentioned, the term armed conflict tends to replace, at least 
in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal 
consideration the replacement of war by armed conflict seem more 
justified and logical”.  
Rosenbland menyatakan :  
“the term international armed conflict it is used here in the same 
traditional sense as that used by Oppenheim-Lauterpacht in their 
definition of an interstate war. In their words is contention between 
overpowering each other, and imposing such conditions of peace as the 
victor please”.   
Dari pendapat para pakar, tidak dapat diketahui pasti arti satu definisi 
yang sebenarnya dari konflik bersenjata namun dapat disimpulkan bahwa 
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armed conflict itu adalah sama dengan war, namun kiranya dapat dikatakan 
bahwa kedua istilah tersebut dapat diberi arti yang sama.  
Dalam Commentary Konvensi Jenewa 1949, pengertian konflik 
bersenjata atau Armed Conflict adalah :   
“Any difference arising between two States and leading to the 
intervention of membes of the armed forced is an armed conflict within 
the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of 
a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts or how 
much slaughter takes place. Any difference arising between two States 
and leading to the intervention of members of the armed forces is an 
armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties 
denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the 
conflict l lasts or how much slaughter takes place”. 
  
Sedang Hans Peter Gasser menyatakan :  
 “when can an armed conflict be said to obtain? The convention 
themselves are of no help to us here, since they contain no definition of 
the tern. We must therefore look at state practice, according to which any 
use of armed forced by one state against the territory of another triggers 
the states. Why force was used is of no consequence to the international 
humanitarian law”.  
Seorang pakar lain, Dieter Fleck, menyatakan :  
 “Án international armed conflict if one party uses force of arms against 
another party. The use of military forced by individual person or group 
of person will not suffice. It is irrelevant whether the parties to the 
conflict consider themselves to be at war with each person and how they 
describe this conflict”.  
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa agar dapat 
dikatakan sebagai armed conflict maka harus ada penggunaan armed force 
dari salah satu atau kedua pihak terhadap pihak lainnya. Tidak perlu 
lviii 
 
dipertimbangkan apakah salah satu atau kedua pihak menolak adanya apa 
yang disebut state of war. Demikian juga lamanya konflik itu berlangsung, 
dan berapa korban yang telah jatuh tidak perlu diperhatikan.  
b. Kategori Konflik  
Pengertian armed conflict yang sangat luas mengakibatkan timbulnya 
beberapa sistematik untuk lebih merinci atau menjabarkan pengertian dari 
armed conflict. 
Sistematik pertama dikemukakan oleh Starke yang disebut Status 
Theory. Starke membagi armed conflict menjadi dua, yaitu 
(Haryomataram, 2002:3-7) :  
1) War proper between states dan 
2) Armed conflict which are not of the character of war  
Sistematik kedua dikemukakan oleh Schindler yang berdasarkan 
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977 :  
1) International Armed Conflict  
2) War of  National Liberation  
3) Non International Armed Conflict according to art  
4) Non International Armed Conflict according to Protocol II 1977  
Dalam Hukum International ada tiga bentuk Non International armed 
conflict : 
1) Civil Wars (Sebelum ada pengakuan sebagai Belligerent) 
2) Non International Armed Conflicts within the meaning of art 3 of the 
Geneva Conventions 
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3) Non International Armed Conflicts in the sense of Protocol II 1977 
Sistematik ketiga dikemukakan oleh Shigeki Miyazaki :  
1) Konflik bersenjata antara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 dan 
Protokol Tambahan 1977 Pasal 2 ayat (1) Konvensi Jenewa, dan Pasal 1 
ayat (3) Protokol 1. 
2) Konflik  bersenjata antara pihak peserta (negara) dengan bukan pihak 
peserta (negara atau penguasa/Authority) de facto, misalnya penguasa  
yang memimpin kampanye pembebasan nasional, yang telah menerima 
Konvensi Jenewa dan atau Protokol. Pasal 2 ayat (4) Konvensi Jenewa, 
Martens Clause, Protokol II (penguasa/Authority).  
3) Konflik bersenjata antara pihak peserta negara dengan bukan pihak 
peserta (negara) dan bukan pihak peserta (negara/penguasa de facto) 
yang belum menerima baik Konvensi Jenewa maupun Protokol I. Pasal 
2 ayat (4) Konvensi Jenewa, Martens Clause, Protokol II (penguasa/ 
Authority). 
4) Konflik bersenjata antara dua negara bukan pihak peserta (non 
Contracting Parties) Pasal 2 ayat (4) Konvensi Jenewa, Pasal 3 
Konvensi Jenewa (penguasa), Martens Clause, Protokol II (penguasa).  
5) Konflik bersenjata yang serius yang tidak bersifat internasional 
(pemberontakan), Pasal 3 Konvensi Jenewa, Protokol II, Hukum 
Internasional Publik.  
6) Konflik bersenjata yang lain, Konvenan internasional HAM, hukum 
publik (hukum pidana).  
Sistematik keempat dikemukakan oleh Haryomataram yang membagi 
konflik bersenjata sebagai berikut. 
1) Konflik Bersenjata Internasional  
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(a) Murni  
(b) Semu  
(1) Perang Pembebasan Nasional (War of National Liberation)  
(2) Konflik bersenjata internal yang diinternasionalisir  
  
2) Konflik Bersenjata Non Internasional  
(a) Tunduk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 
(b) Tunduk pada Protokol Tambahan II tahun 1977  
Dari  Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata dibedakan 
menjadi tiga yaitu (Fadillah Agus, 1997:4-11) yaitu : 
1) Konflik Bersenjata Internasional  
Dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 berbunyi sebagai berikut. 
“In addition to the provisions which shall be implemented in 
peace time the present Convention shall apply to all cases of 
declared war or of any other armed conflict which may arise 
between two or more of the High Contracting Parties, even if 
the state of war is not recognised by one of them…”  
Walaupun dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 tidak dijelaskan 
secara ekplisit apa arti dari Konflik Bersenjata Internasional, namun 
dapat diketahui bahwa subyeknya adalah negara.  
 Dalam Protokol Tambahan 1977 Pasal 1 ayat 4 berbunyi:  
“The situations referred to in the preceding paragraph include armed 
conflicts in which peoples are fighting againts colonial domination and 
alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right 
of self determination, as enshrined in the Charter of the United Nations 
and the Declaration on Principles of International Law concerning 
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Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with 
the Charter of the United Nations”.  
Dari Pasal diatas maka perang melawan pemerintah penjajah 
(fighting against colonial domination), Perang melawan pemerintah 
pendudukan (alien occupation), dan perang melawan pemerintah yang 
menjalankan rezim rasialis (against racist regimes) dikatakan sebagai 
perang kemerdekaan (war of national Liberation). Perang kemerdekaan 
dapat dikatakan sebagai car conflict. Akan tetapi tidak semua car 
conflict dapat dikatakan sebagai Konflik Bersenjata Internasional, 
karena syaratnya adalah harus ada deklarasi yang universal yang 
dikeluarkan oleh penguasa yang sah, yang mewakili rakyat yang 
berhadapan dengan pemerintah penjajah/penduduk/rezim rasialis 
sebagai bentuk persyaratan diri terikat oleh Konvensi Jenewa 1949 dan 
Protokolnya. Hal ini diatur dalam Pasal 96 ayat 3 Protokol Tambahan I 
1977.  
2) Konflik Bersenjata non Internasional  
Dalam hal Konflik bersenjata non internasional, diatur dalam Pasal 
3 Konvensi Jenewa IV 1949 yang menyatakan :  
“Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang 
berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung, tiap pihak 
dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-
kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :  
“Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam sengketa itu, 
termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-
senjata mereka serta yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena 
sakit, luka-luka, penahanan, atau sebab lain apapun, dalam keadaan 
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bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa 
perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna 
kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau 
setiap kriteria lainnya serupa itu”.  
Dalam Protokol Tambahan II 1977 juga tidak ada pengertian 
ataupun definisi yang pasti tentang konflik bersenjata non internasional. 
Namun dalam pasala 3 Konvensi Jenewa 1949 lebih menekankan pada 
para pihak peserta agung untuk memperlakukan para korban akibat 
konflik bersenjata secara manusiawai dan tanpa diskriminasi.  
Namun ada beberapa kriteria-kriteria tentang konflik bersenjata 
non internasional adalah sebagai berikut :  
(1) Pertikaian terjadi di wilayah pihak peserta agung, 
(2) Pertikaian terjadi antar angkatam bersenjata pihak peserta agung 
dengan kekuatan-kekuatan bersenjata pihak yang memberontak 
(dissident), 
(3) Kekuatan bersenjata pihak yang memberontak ini harus berada di 
bawah satu komando yang bertanggung jawab, 
(4) Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara 
sehingga dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut, 
(5) Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol II 1977 
3) Internal Disturbance and Tensions  
Suatu keadaan dapat diartikan sebagai kekacauan dalam negeri atau 
internal tension adalah apabila jka terjadi kerusuhan berskala besar, 
tindakan terorisme dan sabotase yang menyebabkan korban tewas dan 
luka-luka, serta adanya penyanderaan. 
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Apabila ketegangan dalam negeri benar-benar terjadi dalam suatu 
negara, maka hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional dari 
negara itu sendiri.  
c. Penyebab Konflik  
Ada beberapa faktor yang bisa dianalisa sebagai penyebab atau paling 
tidak bisa pemicu terjadinya suatu konflik (Romi Satrio Wahono, 2005:5):  
1) Faktor pertama adalah karena ambisi untuk menunjukkan eksistensi 
dan pamer kekuatan (power showing). Faktor ini juga termasuk faktor 
penting penyebab konflik politik (revolusi, kudeta) ataupun fenomena 
ethnic cleansing dan genocide yang beberapa dekade ini cukup marak 
di dunia (Serbia-Bosnia, Serbia-Kosovo, Tutsi-Hutu di Rwanda). 
2) Kedua, konflik dan perang adalah bisnis model baru yang sangat 
menguntungkan 
3) Faktor ketiga adalah faktor kemiskinan, ketidakadilan dan gap sosial 
yang terlalu besar. 
B. Kerangka Pemikiran  
Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 
yang disusun dalam kerangka teoritik tinjauan pustaka dan paparan latar 
belakang, dapat peneliti sajikan bagan kerangka pemikiran yang 
tentunya akan membantu dan memberikan gambaran yang lebih riil 
mengenai alur berpikir peneliti dalam menyusun penelitian ini. 
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PENJELASAN BAGAN: 
Dalam kehidupan manusia, perang atau konflik bersenjata merupakan 
salah satu kebudayaan duna yang paling tua di muka bumi ini. Bahkan perang 
atau konflik bersenjata merupakan salah satu jalan dalam menyelesaikan 
konflik di dunia. Perang ataupun konflik bersenjata selalu menimbulkan 
kerugian yang besar bagi manusia, baik bagi negara yang memenangkan 
Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi 
 Akibat Konflik Bersenjata  
 
Konflik Kongo  
Pengungsi 
Perlindungan Hukum Internasional  
Perlindungan Hukum Pengungsi Internasional : 
Ÿ Konvensi 1951 
Ÿ Protokol Tambahan 
Ÿ Instrumen 
instrumen(regional&internasional)  
 Prinsip Hukum Pengungsi Internasional : 
Ÿ Suaka  
Ÿ Non reufoulement  
Ÿ Hak&kewajiban negara terhadap para pengungsi  
Ÿ Kemudahan/fasilitas yang diberikan oleh negara 
yang bersangkutan terhadap pengungsi   
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peperangan atau negara yang kalah dalam peperangan. Dampak yang paling 
besar adalah munculnya orang-orang atau penduduk yang mengungsi. Banyak 
yang mengungsi akibat konflik bersenjata.  
Kondisi pengungsi rentan mengalami perlakuan sewenang-wenang baik 
di negara asal ataupun di negara persinggahan maupun di negara tujuan 
dikarenakan mereka tidak dibekali dengan dokumen perjalanan. Perlakuan yang 
umum terjadi terhadap para pengungsi seperti penyikasaan, pemerkosaan, 
diskriminasi, dan dipulangkan secara paksa (refoulement). Kesemuanya itu 
menjurus kepada pelanggaran hak-hak individu manusia. Sehingga diperlukan 
adanya perlindungan hukum secara internasional bagi pengungsi. Begitu pula 
konflik bersenjata non internasional yang terjadi di Republik Demokratik 
Kongo. Para pengungsi yang muncul akibat konflik bersenjata yang terjadi di 
Republik Demokratik Kongo pun wajib dan berhak mendadpat perlindungan 
hukum internasional.  
Aturan-aturan tersebut tentunya harus berunsur dari prinsip-prinsip 
Hukum Pengungsi Internasional.  Prinsip-prinsip Hukum Pengungsi 
Internasional yaitu : 
a) Suaka 
b) Non Refoulement  
c) Hak dan kewajiban negara terhadap para pengungsi  
d) Kemudahan/fasilitas yang diberikan oleh Negara yang bersangkutan 
terhadap pengungsi.  
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang 
perlindungan hukum pengungsi akibat konflik bersenjata yang terjadi di 
Replubik Demokratik Kongo berdasarkan hukum pengungsi internasional.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
Hasil penelitian ini berupa gambaran umum Republik Demokratik Kongo, 
konflik-konflik yang terjadi, kondisi pengungsi di Republik Demokratik 
Kongo dan perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di 
Republik Demokratik Kongo. 
1. Gambaran Umum Republik Demokratik Kongo  
Republik Demokratik Kongo (Democratic Republic of the Congo), 
dahulu terkenal dengan sebutan Zaire antara tahun 1971 dan 1997, Congo 
Free State, Belgian Congo, Congo/Leopoldville atau Congo/Kinshasa, 
Republik Demokratik Kongo untuk selanjutnya disingkat RDK. RDK adalah 
sebuah negara di Afrika bagian tengah. Ada dua hal yang membuat negara ini 
terkenal, yaitu ketika Joseph Mobutu Sese Seko menguasai negara tersebut 
secara diktator selama kurang lebih 32 tahun (1966-1998) dan ketika petinju 
legendaris Muhammad Ali bertarung melawan George Foreman pada tahun 
1974, di mana Muhammad Ali memenangkan pertarungan keras tersebut 
(www.wapedia.com). 
Republik Demokratik Kongo negara dengan luas seperempat Amerika 
Serikat, berbatasan dengan banyak negara, antara lain Angola, Burundi, 
Rwanda, Republik Afrika Tengah, Republik Congo di barat, Sudan, Tanzania 
di timur, Udanda dan Zambia. Luas wilayah RDK adalah 2.345.410 km2, 
beriklim unik: tropis, panas dan kering di sebelah utara, serta dingin di daerah 
selatan (pegunungan). Negara ini mempunyai penduduk cukup besar, yaitu 
sekitar 60.085.804 jiwa, dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 2,98% 
per-tahu, angka kelahiran rata 44,38 per-1000 dan angka kematian 14,43 per-
1000. Ada sekitar 200 etnik di RDK, namun suku terbesar adalah Bantu yang 
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terbagi dalam sub suku Mongo, Luba, Kongo dan Mangbetu-Azande. 
Mayoritas masyarakat RDK penganut agama Katholik (50%), Protestan 
(25%), Kimbanguist (10%) dan Islam menjadi minoritas (10%). Bahasa 
nasional mereka adalah Perancis, di samping ada bahasa lokal Lingala, 
Kiswahili, Kikongo dan Tshiluba (Majalah National Geographic, 2008:17). 
Aksi kekerasan tersebut telah menghancurkan infrastruktur dan perekonomian 
negara tersebut hingga akhirnya PBB mengambil alih permasalahan di negara 
itu dan memaksa Presiden Joseph Kabila menyelenggarakan Pemilihan 
Umum pada 30 Juli 2006. 
Gambaran umum RDK mengenai perekonomian dan sejarah 
pemerintahannya adalah sebagai berikut. 
a. Ekonomi 
RDK sebenarnya sebuah negara yang dikaruniai dengan potensi 
kekayaan yang sangat luas, khususnya sumber daya alam. Namun potensi 
kekayaan ini berubah drastis sejak tahun 1980-an, karena korupsi dan 
sebagainya. Kondisi ini semakin parah ketika terjadi perang saudara yang 
dimulai sejak tahun 1998 dan menewaskan tidak kurang 3,5 juta penduduk 
(perang, kelaparan dan penyakit). Perang juga mengakibatkan 
ketidakpastian hukum dalam bisnis, akibatnya banyak investor yang 
hengkang keluar RDK. Sumberdaya manusia yang bermutu pun semakin 
banyak yang lari ke luar negeri, dan akibatnya fatal bagi RDK. Akhirnya 
pada tahun 2002, IMF dan Bank Dunia turun tangan memberikan bantuan, 
dan pemerintah RDK harus mengimplementasikan dalam bentuk 
reformasi ekonomi. 
Jumlah angkatan kerja cukup banyak, sebagian besar (55%) 
diserap pertanian, industri 11% dan jasa 34%. Ekonomi tumbuh sebesar 
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7,5%, namun inflasi mencapai 14%, dan income per-kapita hanya 
mencapai US $ 700,-. Hasil tambang RDK meliputi berlian, emas, perak, 
seng, kobalt, tembaga, minyak, uranium, timah, mangaan, batubara, kayu 
dan hidropower. Sedangkan hasil pertaniannya berkisar pada kopi, gula, 
minyak nabati (sawit), karet, teh, tapioca, pisang, jagung, buah-buah dan 
produk kayu. 
Komoditi yang diekspor meliputi berlian, tembaga, minyak sawit, 
kopi dan kobalt, senilai US $ 1,417 milyar, dengan negara tujuan Belgia, 
Finlandia, Amerika Serikat dan Cina. Sedangkan komoditi importnya 
adalah makanan, mesin untuk pertambangan, peralatan transportasi dan 
produk minyak senilai US $ 933 juta, berasal dari Afrika Selatan, Belgia, 
Perancis, Kenya, Amerika Serikat dan Jerman (Indonesia belum termasuk 
di dalamnya). Mata uang RDK adalah Congolese France (CDF) dengan 
nilai US $1,- = 401,04 CDF. 
b. Sejarah Pemerintahan  
RDK beribukota di Kinshasa (d/h Leopoldville), terbagi dalam 10 
propinsi, memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tanggal 30 Juni 
1960. Bangsa Eropa mulai melakukan eksplorasi di RDK pada tahun 1870 
hingga tahun 1960. Orang Eropa pertama yang berjasa memetakan RDK 
adalah Henry Morton Stanley (Inggris) yang mendapatkan sponsor dari 
Raja Leopold II (Kerajaan Belgia). Pada akhirnya Belgia berhasil 
menguasai RDK dan memberikan nama Congo Free State. Oleh 
pemerintah kolonial Belgia, pada tahun 1908, nama Congo Free State 
diganti menjadi Belgian Congo. Belgia berjasa besar bagi RDK karena 
berhasil mengusir Italia, namun Belgia juga secara licik menjual hasil 
tambang ‘uranium’ RDK kepada Amerika Serikat, dan urnium tersebut 
diproses menjadi bom atom oleh Amerika Serikat, selanjutnya pada 
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Perang Dunia Kedua tahun 1945 berhasil digunakan untuk 
menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki Jepang. 
Berkat kegigihan dan perjuangan bangsa RDK untuk memisahkan 
diri dari Belgia, maka pada tanggal 30 Juni 1960, RDK memperoleh 
kemerdekaannya, Joseph Kasavubu diangkat sebagai Presiden, sedangkan 
Patrice-Emery Lumumba (dari suku Batatele) diangkat sebagai Perdana 
Menteri. Beliaulah yang berjuang secara gigih untuk memerdekakan 
RDK, dan menamakan RDK sebagai Congo-Leopoldville. Namun pada 
perjalanan kariernya, Lumumba menjadi perpanjangan tangan (boneka) 
Uni Soviet, sehingga sangat dibenci Amerika Serikat. Akhirnya Lumumba 
disingkirkan. Krisis semakin menjadi-jadi, sehingga tentara multinasional 
PBB diminta untuk menjadi penengah. Tahun 1964, Morse Tshombe 
diangkat sebagai Perdana Menteri, dan pada pemilu tahun 1965, Tshombe 
memenangkannya, namun dikudeta oleh Letnan Jendral Mobutu Sese 
Seko, pada gilirannya, beliau mendeklarasikan diri sebagai Presiden. 
Setelah Mobutu berkuasa, RDK relatif damai dan stabil. Namun Mobutu 
dianggap oleh HAM internasional banyak melakukan praktek pelanggaran 
hak azasi manusia, repressif dan korup (mempunyai account di bank 
Swiss sebesar US $ 4 milyar). Pada awal kekuasaannya, Mobutu merubah 
nama ibukota Leopoldville menjadi Kinshasa, Stanleyville menjadi 
Kisangani dan Elisabethville menjadi Lubumbashi. Dan puncaknya pada 
tahun 1971, Mobutu merubah Congo-Leopoldville menjadi Republic of 
Zaire. Seiring hancurnya Uni Soviet pada tahun 1990-an, Mobutu 
melonggarkan pemerintahannya, dan para opposan mendesak adanya 
perubahan. 
Pada tahun 1996, meletuslah perang saudara di Zaire yang 
menewaskan jutaan manusia, dan pada akhirnya pemberontak yang 
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dikomandoi oleh Laurent-Disire Kabila berhasil menguasai Zaire pada 
bulan Mei 1997, dan merubah nama Republik of Zaire menjadi 
Democratic Republic of The Congo. Walaupun Laurent Kabila telah 
berkuasa, pemberontakan tetap terjadi di RDK. Para pemberontak 
didukung oleh Rwanda, Burundi dan Uganda, pada akhirnya mengundang 
pasukan penjaga perdamaian yang beranggotakan Zimbabwe, Angola, 
Namibia, Chad dan Sudan. Pada tanggal 10 Juli 1999 diadakan gencatan 
senjata, dan berakhirlah perang saudara di RDK. Pada bulan Januari 2001, 
Laurent Kabila dibunuh oleh pengawalnya sendiri, dan putra beliau Joseph 
Kabila diangkat sebagai Presiden RDK yang baru. Pada pemerintahan 
Joseph Kabila, perdamaian benar-benar terjadi, karena adanya pembagian 
kekuasaan dan perdamaian dengan negara-negara tetangga, yaitu Rwanda, 
Burundi dan Uganda (majalah Amanah No. 70 TH XIX Februari 2006 / 
Dzulhijjah 1426 H - Muharram 1427 H July 26, 2008 at 6:53 am). 
Republik Demokratik Kongo dibagi menjadi 25 provinsi dan 1 
kota khusus menyusul amandemen Konstitusi Republik Demokrasi 
Kongo, yaitu : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-
Uele, Ituri, Kasai, Kasai-Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, 
Lomami, Lualaba, Kinshaha, Lulua, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, 
Nord-Kivu, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, 
Tshuapa.  
2. Gambaran Umum Konflik di Republik Demokratik Kongo  
Perang bersaudara berlangsung berkepanjangan di RDK sejak 1998 
yang menghancurkan serta menyeret seluruh wilayah tersebut dan negara-
negara di sekitarnya. Aksi kekerasan tersebut telah menghancurkan 
infrastruktur dan perekonomian Negara. Perang saudara di RDK secara resmi 
berakhir tahun 2003. Tetapi pemberontak di sebelah timur negara Afrika itu 
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masih memerangi pasukan pemerintah dan pasukan perdamaian PBB serta 
membuat takut dan cemas para pengungsi warga sipil yang menjadi korban 
dalam perang ini. Tidak hanya perang saudara saja yang terjadi tetapi dari 
perang saudara tersebut menimbulkan konflik-konflik baru. Selain kebencian 
etnis, konflik di RDK juga tidak lepas dari perebutan kekuasaan atas sumber 
daya. Sebuah investigasi PBB soal eksploitasi sumber daya alam ilegal di 
RDK menemukan bahwa konflik di negara itu terutama soal akses dan kontrol 
atas berlian, tembaga, kobalt, dan emas. Konflik-konflik yang terjadi di RDK 
adalah sebagai berikut (www.wikipedia.com, 20 November 2008, 21:03 
WIB).   
a. Pemberontakan yang Dipimpin Jean-Pierre Bemba 
Jean-Pierre Bemba adalah mantan pemberontak yang kemudian menjadi 
menteri keuangan dan dituduh melakukan kejahatan. Bemba telah 
melancarkan perang sengit tujuh tahun sejak 1998. Pada puncaknya, konflik di 
bekas negara Zaire itu, telah menyeret setidaknya tujuh kekuatan militer asing 
dan, meskipun ada serangkaian kesepakatan perdamaian dan proses peralihan 
berjalan sejak 2003, pergolakan etnik dan penjarahan terus terjadi bagian 
timur negeri tersebut. 
 
Calon lain meliputi keturunan tokoh kenamaan di negara bekas koloni 
Belgia itu, termasuk putra diktator lama Mobutu Seso Seko dan pahlawan 
kemerdekaan yang terbunuh Patrice Lumumba. Lumumba menang dalam 
pemilihan demokratis terakhir di negeri tersebut pada malam menjelang 
kemerdekaan 1960, tapi ia diberhentikan jabatannya oleh Mobutu yang 
membuat negara itu identik dengan korupsi pada 1997. 
 
b. Perang Kongo I 
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Perang Kongo I adalah konflik yang terjadi antara akhir 1996 sampai 
1997 dimana presiden Zaire, Mobutu Sésé Seko digulirkan oleh pasukan 
pemberontak yang di dukung oleh kekuatan asing seperti negara Uganda dan 
Rwanda. Pemimpin pemberontak Laurent-Désiré Kabila menyatakan dirinya 
presiden dan mengganti nama negara kembali dari Zaire menjadi Republik 
Demokratik Kongo. Dalam perang ini pihak yang terlibat adalah AFDL, 
Rwanda, dan Zaire. Perang Kongo pertama ini kemudian berlanjut ke Perang 
Kongo II yang melibatkan lebih banyak negara, yang dimulai pada tanggal 2 
Agustus 1998. 
 
c. Konflik Ituri 
Konflik Ituri adalah konflik antara agrikulturalis Lendu dan peternak 
Hema di wilayah Ituri sebelah timur laut Republik Demokratik Kongo. 
Pertempuran bersenjata dimulai tahun 1996 dan masih berlanjut sampai 
sekarang. Lebih dari 50.000 orang tewas dalam konflik ini.  
 
Konflik ini merupakan bagian dari Perang Kongo Kedua, juga disebut 
Perang Dunia di Afrika dan Perang Besar Afrika, terjadi pada tahun 1998 
sampai tahun 2003 di Republik Demokratik Kongo (sebelumnya disebut 
Zaire). Perang ini merupakan perang terbesar dalam sejarah Afrika modern. 
Perang ini secara langsung melibatkan delapan negara Afrika, dan 25 grup 
bersenjata. Perang ini dilaporkan telah membunuh 5.4 juta penduduk, 
kebanyakan akibat kelaparan dan penyakit, menjadikan Kongo sebagai tempat 
konflik paling mematikan setelah Perang Dunia II. Konflik ini pun berlanjut 
dengan konflik kivu.  
 
d. Konflik Kivu 
Konflik Kivu adalah konflik bersenjata antara militer Republik 
Demokratik Kongo melawan pasukan pemberontak dibawah komando 
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Laurent Nkunda, terjadi di Republik Demokratik Kongo. Konflik ini juga 
melibatkan United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo. 
Konflik ini terjadi pada tahun 2004 sampai sekarang. Pihak-pihak yang 
terlibat adalah Republik Demokratik Kongo dengan FDLR, CNDP 
(pemberontak) yang dipimpin oleh Laurent Nkunda.  
 
3. Gambaran Umum Kondisi Pengungsi Akibat Konflik di Republik 
Demokratik Kongo  
Lebih dari setahun bentrokan antara kelompok pemberontak dan 
pasukan pemerintah di utara Kivu, Kongo. Perang mengakibatkan sekitar 400 
ribu warga kehilangan tempat tinggal sehingga menyebabkan para warga 
mengungsi dan menempati kamp-kamp pengungsian. Kondisi ini yang 
terparah sejak berakhirnya perang saudara pada 2003. Adanya pengungsi 
besar-besaran yang meninggalkan rumah mereka yang terjadi diakibatkan 
karena konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Republik Demokratik 
Kongo menyebabkan mereka tidak punya tempat untuk beristirahat, 
berlindung dan menghindari kekerasan sehingga dibutuhkan tempat 
pengungsian, yang berguna untuk menampung pengungsi sementara atau 
biasa disebut dengan kamp.  
 
Para pengungsi memadati kamp-kamp pengungsian seperti di sekitar 
kota Goma, ibu kota Provinsi Kivu Utara, kamp pengungsian di Kibati, 
penampungan di kota Kibumba, kamp di Burundi, Gatumba dan Kiwanja. Di 
kamp pengungsian para pengungsi hanya bisa menggantungkan hidup dari 
bantuan kemanusiaan. Mereka pun harus mengantre untuk mendapatkan 
bantuan berupa bahan-bahan pokok serta obat-obatan (Kompas, pengungsi 
harus mengantre untuk mendapatkan bantuan, 20 November 2008, 14: 24 
WIB). 
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Meskipun mereka berada di kamp pengungsian, bukan berarti mereka 
aman. Pada tanggal 31 Desember 2008 kelompok separatis mendekati kamp 
pengungsian sehingga 50.000 pengungsi melarikan diri. Badan Urusan 
Pengungsi PBB (UNHCR) menyatakan, bahwa sekitar 50.000 pengungsi 
melarikan diri dari kamp-kamp pengungsian di beberapa wilayah yang 
dikuasai oleh sekelompok separatis. Bahkan kamp-kamp pengungsi di kota 
Rutshuru, di timur Kongo, dibakar oleh kelompok separatis.  
 
Selain mendekati kamp pengungsi di kota Rutshuru, pemberontak Tutsi 
juga mendekati kamp penampungan di Kibati dan di Kota Goma. Sehingga 
sekitar 45.000 pengungsi meninggalkan kamp di Kibati tersebut untuk 
menghindari serangan dari para pemberontak.  Sekitar 20.000 pengungsi 
meninggalkan tempat penampungan dan berupaya mencari perlindungan di 
Goma. Banyak dari pengungsi datang dari penampungan darurat di Kibumba 
dan mencoba sebisanya menghindari kekerasan dan mencari tempat yang 
aman. Sehingga menyebabkan para pengungsi lari menyeberangi perbatasan 
dan melarikan diri ke Uganda. Mereka dilaporkan diterima penduduk Uganda, 
namun tidak lama lagi mereka akan memerlukan air bersih dan makanan, 
terutama jika semakin banyak pengungsi menuju Uganda (www.dw-world.de, 
Goma Mencekam-Para Pengungsi Lari Ke Uganda, 26 April 2009, 21:49 
WIB). Diperkirakan sekitar 45.000 pengungsi yang meninggalkan kamp 
Kibati dan menuju ke Uganda. Dengan penyerangan pemberontak ke kamp-
kamp pengungsi, maka akan semakin bertambah pula pengungsi yang 
meninggalkan kamp-kamp pengungsian dan kebanyakan dari mereka menuju 
Uganda, Rwanda, dan Burundi (www.kapanlagi.com, Pemberontak Serang 
Kamp Pengungsi Di Kibati, Pengungsi Meninggalkan Kamp untuk 
Menyelamatkan Diri, 26 April 2009, 20:15 WIB ).   
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Sedangkan pengungsi yang berada di kamp Burundi tewas karena 
dibantai oleh para pemberontak. Dilaporkan dari BBC lebih dari 100 orang 
tewas akibat pembantaian tersebut padahal di kamp tersebut terdapat sekitar 
empat ribuan pengungsi. Selain itu mereka juga melakukan pembakaran 
gudang-gudang yang ada di kamp tersebut (www.bbc.uk, Warga Tutsi 
dibantai di kam Burundi, 26 April at 07:06 PM ).    
 
Tidak hanya kamp di Burundi para pemberontak melakukan 
pembantaian, mereka juga melakukan pembantaian di kamp pengungsi suku 
tutsi yang berada di Bujumburan, dan Gatumba. Kebanyakan korban dari 
serangan itu adalah para wanita dan anak-anak. Para pemberontak melakukan 
pembantaian dengan penembakan, membakar dan membunuh pengungsi yang 
kebanyakan adalah suku tutsi (www.balipost.co.id, Kamp Pengungsi Suku 
Tutsi Diserang, 160 Tewas, 28 April 2009, 21:49 WIB). Peristiwa 
penyerangan kamp tersebut menewaskan lebih dari 156 pengungsi, yang 
sebelumnya terdapat lebih 1.700 pengungsi (www.radioaustralia.net.au, 
Konflik Hutu-Tutsi Berkobar Lagi, 20 November 2008, 20:19 WIB).  
 
Berdasarkan laporan dari BBC juga, sekitar 40 wanita diperkosa setiap 
hari padahal mereka berada di kamp pengungsian dan bahkan yang melakukan 
perkosaan itu adalah anggota pasukan penjaga perdamaian yang seharusnya 
melindungi mereka. Banyak diantara mereka yang tinggal di kamp-kamp yang 
penuh dan sesak selama bertahun-tahun. Dan hal  ini diperburuk dengan 
kondisi tenda-tenda pengungsian yang sudah tidak layak huni. Mengenai 
memperburuknya kondisi puluhan ribu tenda pengungsi (terlebih pengungsi di 
Rwanda), pihak PBB mengatakan bahwa hal itu terjadi akibat dari kurangnya 
dana (www.bbc.co.uk, PBB: perkosaan 'taktik perang’, 22 Desember 2008, 
16:08 WIB).  
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Para pengungsi kekurangan air dan bila mereka mengambil air itu pun 
tempatnya jauh dari kamp pengungsian. Mereka tidak hanya membutuhkan air 
saja tetapi air bersih dan air yang layak dikonsumsi.  Keadaan menjadi 
memprihatinkan karena banyak dari pengungsi yang sakit-sakitan, dan tidak 
ada fasilitas sanitasi di tempat mereka berada bahkan mereka minum air dari 
danau (www.kapanlagi.com, pengungsi minum air danau, 12 Maret 2009, 
16:17 WIB). Berdasarkan laporan UNHCR, kamp-kamp pengungsian tidak 
dapat memenuhi kebutuhan air yang minimumnya 20metrik per orang, selain 
itu kamp-kamp pengungsian tidak mempunyai tempat pembuangan limbah 
yang cukup dan fasilitas kakus yang memadai (www.unhcr.org, Water and 
Sanitatin for Refugees, 22 April 2009, 19:32 WIB). 
 
Selama berada di kamp-kamp puluhan orang berebut makanan dan 
tempat berlindung di pusat-pusat bantuan (www.radioaustralia.net.au, Konflik 
di Kongo, 1/4 juta orang mengungsi, 2 Nopember 2008 at 8:35 am). Untuk 
masalah makanan, berdasarkan laporan dari UNHCR jatah makanan telah 
dikurangi dalam tiga bulan terakhir ini (sejak Desember 2008) sehingga 
menyebabkan meningkatnya penyakit kekurangan gizi. 
 
Selain itu banyak di antara mereka, pengungsi tinggal di kamp-kamp 
yang penuh dan sesak. Mereka tinggal di kamp-kamp itu selama bertahun-
tahun. Kondisi di tenda-tenda pengungsian saat ini semakin buruk. Badan 
pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan jatah makanan para pengungsi telah 
dikurangi dalam tiga bulan terakhir, dan akibatnya terdapat tanda-tanda 
meningkatnya penyakit kekurangan gizi. Pejabat UNHCR di Rwanda, Panos 
Moumtzis kepada BBC mengatakan jumlah anak yang bersekolah semakin 
rendah karena mereka terlalu lemah untuk belajar dan anak-anak perempuan 
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dipaksa menjadi pekerja seks komersial (www.bbc.co.uk, UNHCR: Kondisi 
pengungsi di Rwanda makin parah, 25 Januari 2009, 09:12 WIB). 
Para pengungsi mengalami kelaparan dan menderita berbagai macam 
penyakit seperti malaria, diare, pneumonia, kolera dan gizi buruk sehingga 
sekitar 5.400.000 orang tewas. Merebaknya epidemi kolera pada pengungsi ini 
menyebabkan tewasnya sekitar 23 pengungsi, dan telah menulari lebih dari 
850 orang. Hal ini terjadi karena kurang baiknya bangunan kakus di kamp 
pengungsian sehingga menyebabkan tercemarnya persediaan air dan memicu 
mewabahnya kolera. Selain itu juga dikarenakan kurangnya air bersih yang 
aman (www.kapanlagi.com, 23 Tewas di Kongo Akibat Wabah Kolera, 27 
Februari, 21:22 WIB).  
 
Berdasarkan laporan dari studi yang dilakukan oleh IRC (The 
International Rescue Committee) bahwa wabah penyakit, kekurangan gizi, 
serta peperangan telah mengakibatkan 45.000 jiwa tewas setiap bulannya. 
Konflik yang berbuntut ke krisis kemanusiaan telah menelan 5.400.000 
korban jiwa dalam kurun waktu hampir satu dasawarsa terakhir 
(www.okezone.com , Konflik Kongo Renggut 5,4 Juta Jiwa, 20 Nopember 2008, 
09:03 WIB).  
 
Para pengungsi hanya bisa menggantungkan hidup dari bantuan 
kemanusiaan. Warga pun harus mengantre untuk mendapatkan bantuan 
berupa bahan-bahan pokok serta obat-obatan (Kompas, 30 Juli 2008). Tim 
dokter di Kongo berjuang keras memerangi wabah Kolera yang menjangkiti 
salah satu kamp pengungsian di pinggir Kota Goma. Ribuan paket bantuan 
tiba dan siap didistribusikan ke kamp Kibati dan Goma. 
(www.metrotvnews.com, Pengungsi Di Kongo Terjangkit Kolera, 10 
November 2008, 15:01 WIB).  
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Keadaan pengungsi di kamp-kamp pengungsian yang tidak layak pakai, 
tidak aman, sanitasi kamp yang buruk bahkan pengungsi kekurangan pangan 
yang menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kelaparan, kolera dan 
gizi buruk. Kamp pengungsian yang baik dan sanitasi kamp yang baik, 
bantuan pangan merupakan hak dari pengungsi. Hak-hak pengungsi  tertuang 
dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi yang terdiri 
atas 46 pasal dan 11 pasal.  Sebenarnya tidak ada pasal yang menyebutkan 
tentang kamp, tentang pemberian bantuan, tetapi merupakan penjabaran dari 
Konvensi 1951, dan Protokol 1967. Berdasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 
Konvensi 1951 dapat dijabarkan mengenai standar minimum tentang 
perlakuan terhadap  pengungsi, termasuk hak-hak dasar yang harus dimiliki 
oleh pengungsi serta kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh 
pengungsi. Pasal 2 Konvensi 1951 tentang status pengungsi yang berbunyi : 
“tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara dimana ia 
berada, yang mengharuskannya terutama untuk mentaati undang-undang serta 
peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk 
memelihara ketertiban umum”. 
 Pasal 3 Konvensi 1951 tentang satus pengungsi berbunyi : 
“negara-negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini 
pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama, atau negara 
asal”. 
 
Konflik berkepanjangan ini menyebabkan banyak warga, terutama 
wanita, anak-anak, dan manula meninggal dunia karena malaria, diare, 
pneumonia dan gizi buruk. Mereka perlu makanan, air bersih dan bantuan lain 
secepatnya. Bahkan sebuah laporan dalam jurnal kedokteran, The Lancet, 
menggambarkan krisis di Republik Demokratik Kongo sebagai yang paling 
mematikan di dunia, dan menewaskan 38.000  orang setiap bulan. Laporan 
tersebut mengatakan, mayoritas kematian disebabkan penyakit dan kelaparan, 
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karena pertempuran menyebabkan kacaunya pelayanan kesehatan dan 
menyebarnya kelaparan. Sejak perang berkecamuk tahun 1998, sekitar 4 juta 
jiwa meninggal dan menjadikan perang di benua Afrika ini menjadi konflik 
paling mematikan sejak tahun 1945. (www.okezone.com, Konflik di RDK 
konflik paling mematikan, 24 desember 2008 , 15:45 wib). 
 
4. Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di RDK 
Menurut Hukum Pengungsi Internasional  
Pengertian perlindungan hukum menurut Bertrand Ramcharan adalah 
(Bertrand Ramcharan,2005:9) : 
“Strengthening Protection in War, the concept of protection encompasses 
“all activities aimed at ensuring full respect for the rights of the individual 
in accordance with the letter and the spirit of the relevant bodies of law, i.e. 
human rights law, international humanitarian law, and refugee law. this 
activities at fair manner (not on the basis of race, national or ethnic origin, 
language or sex kind). be several actions: prevent or put to end from special 
pattern scorns to abuse and/or unburden effect suffering immediately he, 
return society freedom and ascertain enough alive condition passes repair, 
return to the owner,  and rehabilitation; and environment fertilizer good for 
honour for individual true pursuan to appropriate corporate body”. 
  
 
Pengertian lain tentang perlindungan hukum menurut Barita 
Tambunan S. adalah sebagai berikut. Bahwa perlindungan hukum terdiri atas 
dua suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”. Artinya Perlindungan 
menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.  Pendapat lain mengatakan 
bahwa perlindungan hukum adalah sesuatu/hak yang diberikan pada seseorang 
(http://id.answers.yahoo.com). Berdasarkan kedua pengertian tersebut, terkait 
dengan perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK 
adalah sesuatu/hak (perlindungan) yang diberikan kepada pengungsi akibat 
konflik bersenjata di RDK menurut hukum dan undang-undang yang berlaku 
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yakni hukum pengungsi internasional, tanpa ada pembedaan atau diskriminasi 
berdasarkan ras, kebangsaan atau asal suku, bahasa dan jenis kelamin.   
Perlindungan yang diberikan bagi pengungsi dibagi menjadi 2 macam 
perlindungan, yaitu perlindungan secara umum dan perlindungan secara 
khusus yang akan dijelaskan sebagai berikut. 
a. Perlindungan Pengungsi Secara Umum 
Perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK 
secara umum diberikan oleh lembaga yang menangani masalah pengungsi dan 
negara yang di tempati. Terkait dengan  pengungsi akibat konflik bersenjata di 
RDK, yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum adalah UNHCR 
dan negara suaka seperti Rwanda, Burundi dan Uganda. Dalam pemberian 
perlindungan hukum, pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan 
hukum didasarkan pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status 
pengungsi. Bentuk pemberian perlindungan hukum bagi pengungsi akibat 
konflik bersenjata di RDK adalah memberikan perlakuan standar,  
memberikan hak dan kewajiban, kebebasan dan kemudahan (fasilitas) bagi 
pengungsi serta adanya kewajiban bagi negara untuk menghormati pengungsi.  
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi menyusun 
standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak dasar 
mereka. Konvensi juga menetapkan status hukum pengungsi, dan 
mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak mereka untuk mendapatkan 
pekerjaan dan kesejahteraan, mengenai surat keterangan jati diri dan dokumen 
perjalanan, mengenai penerapan biaya fiskal, dan mengenai hak mereka untuk 
memindahkan aset miliknya ke negara lain di mana mereka telah diterima 
dengan tujuan permukiman kembali.  
 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga melarang pengusiran dan 
pemulangan paksa terhadap orang-orang berstatus pengungsi. Pasal 33 
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Konvensi menetapkan bahwa “tidak satupun negara Pihak dapat mengusir 
atau mengembalikan (memulangkan kembali) pengungsi dengan alasan 
apapun ke wilayah perbatasan di mana jiwa atau kemerdekaan mereka akan 
terancam karena pertimbangan ras, agama, kewarganegaraan, anggota dari 
kelompok sosial atau pendapat politik tertentu.” Pasal 34 membahas persoalan 
naturalisasi dan asimilasi bagi pengungsi. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan 
dengan masalah hak atas akses terhadap pengadilan, pendidikan, jaminan 
sosial, perumahan dan kebebasan untuk bergerak.  
 
Pada pelaksanaannya, tugas dari perlindungan internasional termasuk 
pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam memproses pencarian suaka, 
bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggarakan keamanan fisik bagi 
pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, 
dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali (Pasal 8 Statuta 
UNHCR).  
 
Dengan demikian, fungsi perlindungan internasional bagi pengungsi 
akibat konflik bersenjata di RDK mempunyai landasan hukum, dan 
pelaksanaannya dikuasakan kepada Komisi Tinggi. Hak atas perlindungan, 
walaupun tidak dijelaskan sebagai hak yang terpisah, secara implisit 
terkandung dalam Konvensi 1951 dan ketentuan-ketentuan dasarnya, 
khususnya prinsip untuk tidak memulangkan kembali (non-refoulement). 
Wujud dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status 
pengungsi mengenai perlakuan standar perlakuan yang diberikan kepada 
pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK adalah :  
a. Pengungsi tidak seharusnya mendapat hukuman atau perlakuan yang 
merugikan hanya karena kehadirannya di Negara suaka tidak sah. Mereka 
tidak seharusnya dibatasi geraknya selain dari pembatasan yang dianggap 
perlu bagi kepentingan kesehatan umum dan ketertiban masyarakat. 
lxxxii 
 
b. Pengungsi perlu menikmati hak sipil mendasar yang diakui secara 
internasional  
c. Pengungsi harus mendapatkan semua bantuan yang perlu diberi 
kebutuhan pokok hidup, termasuk pangan, papan, fasilitas saniter dan 
kebutuhan dasar. 
d. Pengungsi harus diperlakukan orang yang nasibnya tragis sehingga 
memerlukan pengertian dan simpati khusus. Mereka tidak seharusnya 
dikenai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat 
e. Mendapatkan lokasi penempatan suaka berdasarkan keselamatan dan 
kesejahteraannya selain kepentingan keamanan bagi Negara suaka. Para 
pengungsi tidak boleh terlibat dalam kegiatan subversive melawan 
Negara asalnya atau negara lain 
f. Keutuhan keluarga harus dihormati 
g. Semua bantuan yang mungkin untuk menelusuri sanak saudara harus 
dilakukan 
h. Harus dibuat ketentuan yang memadai bagi perlindungan orang di bawah 
umur dan anak-anak yang tidak didampingi 
i. Mengirim dan menerima surat harus diperbolehkan 
j. Bantuan materiil dari teman atau saudara harus diijinkan 
k. Diberikan semua fasilitas ynag perlu sehingga mungkin bagi mereka 
untuk menerima solusi berkelanjutan yang memuaskan 
l. Mempermudah repatriasi sukarela  
 
Adapun hak-hak pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK yaitu : 
a. Hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan pribadi  
b. Hak mencari dan menikmati suaka  
c. Hak atas pengadilan yang jujur  
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d. Hak berkenaan kehidupan pribadi dan keluarga  
e. Hak untuk mendapatkan upaya hukum di tingkat nasional  
f. Hak untuk memperoleh pendidikan  
g. Hak pengakuan sebagai pribadi di depan hukum  
h. Hak untuk tidak dipulangkan secara paksa (refoulement) 
 
Sedangkan kebebasan-kebebasan yang diperoleh pengungsi akibat 
konflik bersenjata di RDK adalah :  
a. Kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau penghukuman yang 
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan  
b. Kebebasan dari perbudakan atau perhambaan  
c. Kebebasan pikiran, keyakinan, dan agama  
d. Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang  
e. Kebebasan dari interfensi sewenang-wenang dalam privasi rumah, dan 
keluarga  
f. Kebebasan mendapat dan menyatakan pendapat 
 
 
Adapun kemudahan yang diberikan oleh negara-negara yang 
bersangkutan terhadap pengungsi adalah : 
a. Diberikan dokumen identitas   
b. Diberikan dokumen perjalanan  
c. Kebutuhan dasar dan manfaat sosial  
d. Konseling sosial   
e. Bantuan hukum yang diperlukan  
 
b. Perlindungan Hukum bagi Kelompok Khusus Pengungsi 
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Perlindungan khusus bagi pengungsi kelompok khusus meliputi : 
 
1) Pengungsi Anak-anak  
 Perlindungan bagi pengungsi anak-anak diatur dalam Konvensi 
Hak Anak-anak 1989. Konvensi ini terdiri atas 54 pasal yang memuat 
kewajiban negara-negara suaka untuk memberikan perlindungan 
terhadap anak. Kewajiban negara suaka dalam hal memberikan 
perlindungan terhadap anak tertuang dalam Pasal 22 yang berbunyi 
(http://www.cirp.org/library/ethics/UN-convention) : 
(a) States Parties shall take appropriate measures to ensure that a 
child who is seeking refugee status or who is considered a refugee 
in accordance with applicable international or domestic law and 
procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his 
or her parents or by any other person, receive appropriate 
protection and humanitarian assistance in the enjoyment of 
applicable rights set forth in the present Convention and in other 
international human rights or humanitarian instruments to which 
the said States are Parties. 
(b) For this purpose, States Parties shall provide, as they consider 
appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and 
other competent intergovernmental organizations or non-
governmental organizations co-operating with the United Nations 
to protect and assist such a child and to trace the parents or other 
members of the family of any refugee child in order to obtain 
information necessary for reunification with his or her family In 
cases where no parents or other members of the family can be 
found, the child shall be accorded the same protection as any 
other child permanently or temporarily deprived of his or her 
family environment for any reason, as set forth in the present 
Convention. 
Jadi, dalam Pasal 22 Konvensi Hak anak-anak 1989 berisi bahwa : 
(a) Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang 
tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari 
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status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai 
dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang 
berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau 
oleh orang lain mana pun, harus menerima perrlindungan yang 
tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perrolehan hak-hak yang 
berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam 
instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan 
internasional yang lain, di mana Negara-negara tersebut 
merupakan pesertanya.  
(b) Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus menyediakan, 
seperti yang mereka anggap tepat, kerja sama dalam usaha apa 
pun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi 
antar pemerintah lain yang berwenang, atau organisasi-organisasi 
non-pemerintah, yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk melindungi dan membantu seorang anak semacam 
itu dan melacak setiap orang tua atau anggota-anggota keluarga 
yang lain dari pengungsi anak, agar dapat memperoleh informasi 
yang diperlukan untuk melaksanakan repatriasi dengan 
keluarganya. Dalam kasus apabila orang tua atau para anggota 
keluarga lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan, maka anak itu 
harus diberi perlindungan yang sama seperti anak yang lainnya, 
yang secara tetap atau sementara dicabut dari lingkungan 
keluarganya, karena alasan apa pun, seperti yang dinyatakan 
dalam Konvensi ini. 
 Terkait dengan Konflik yang terjadi di RDK, bahwa kenyataannya 
konflik yang terjadi di RDK ini telah melibatkan anak-anak. Lebih dari 
30 ribu anak direkruit dalam pertempuran dan menelan korban sekitar 
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60.000. Tentara anak-anak ini dimanfaatkan untuk membunuh anggota 
kelompok tutsi.  
Bukan pada saat pulang sekolah saja mereka dipaksa untuk ikut 
dalam pertempuran tapi mereka juga diculik saat berada di kamp 
pengungsian. Mereka dipaksa membawakan barang-barang (seperti 
senjata) dan mengikuti pemberontak. Hal ini diperkuat dengan 
pengakuan yang diberikan oleh Jean Vierre (15 tahun) dan Jean Claude 
(18 tahun) yang merupakan salah satu dari 10 anak yang diculik oleh 
kaum pemberontak. Dia mengatakan bahwa dia bersama dengan enam 
teman sekelas dan dua guru, diculik dalam aksi yang tampak sebagai 
rencana mendapat anggota baru. "Ketika kami sampai di kamp, kami 
diperintah bergabung dalam pasukan militer. Mereka menempatkan 
kami di dalam sebuah lubang. Kami diberi seragam militer dan dipaksa 
mengenakannya," ujar Jean Claude [bukan nama sebenarnya]. Tetapi 
kedua anak ini berhasil melarikan diri setelah dua hari diculik, namun 
mereka sempat melihat sesama anak-anak dalam situasi yang sama.  
Merekrut anak untuk menjadi tentara secara paksa bukan hal baru 
di Republik Demokratik Kongo, namun Beverley Roberts dari Save 
the Children, yakin kelompok-kelompk milisi bersenjata sekarang 
menetapkan seluruh sekolah atau sekelompok murid menjadi sasaran 
mereka. 
Berdasarkan pengakuan yang diberikan oleh Haguma (bukan nama 
sebenarnya) yang berusia 18 tahun adalah salah satu anak lagi yang 
dipaksa menjadi tentara. Ia diculik saat berada di kamp dan di bawa 
secara paksa untuk menjadi tentara. Dia ditembak ketika pemberontak 
mengetahui dia mencoba melarikan diri. 
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Sumber UNHCR mengatakan bahwa di kamp pengungsi Bulengo, 
anak-anak diambil secara paksa untuk bergabung dengan pemberontak 
dan dilaporkan sekitar 280 anak diculik. Anak-anak yang diculik 
berkisar antara usia 10-18 tahun. 
Selain direkrut untuk menjadi tentara, mereka juga dilecehkan 
secara seksual. Perkosaan dan pelacuran terhadap pengungsi anak-anak 
tidak saja dilakukan oleh pera pemberontak tetapi juga dilakukan oleh 
tentara PBB di Haiti dan Liberia. Hal ini berdasarkan penyelidikan 
yang dilakukan oleh BBC. Anak-anak perempuan yang diwawancarai 
oleh PBB mengatakan bahwa mereka sering bertemu dengan tentara 
yang memaksa melakukan hubungan seks dan mereka di beri imbalan 
uang atau makanan. Pengungsi  anak berusia 14 tahun dan 11 tahun 
menceritakan bahwa mereka diculik dan diperkosa oleh pasukan 
penjaga perdamaian (tentara PBB). Bahkan para penjaga perdamaian 
yang berada di kamp pengungsian akan memberikan makanan kepada 
remaja dengan syarat remaja tersebut mau melakukan hubungan seks 
(www.bbc.co.uk, tragis : makanan ditukar dengan hubungan seks, 21 
April 2008, 09:45 WIB ).  
2) Pengungsi Perempuan 
Perlindungan bagi pengungsi perempuan diatur dalam konvensi 
mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 
1979 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women). Konvensi ini terdiri atas 30 pasal yang berisi tentang 
pemberian jaminan adanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita 
dalam semua lingkup kehidupan. Pemberian jaminan adanya 
persamaan hak antara laki-laki dan wanita tertuang dalam Pasal 1 
CEDAW yang berbunyi :  
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“For the purposes of the present Convention, the term "discrimination 
against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction 
made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing 
or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, 
irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and 
women, of human rights and fundamental freedoms in the political, 
economic, social, cultural, civil or any other field”. 
 
Jadi, dalam Pasal 1 CEDAW  berisi bahwa ada persamaan derajat 
antara laki-laki dan wanita dalam menikmati hak ekonomi, sosial, 
budaya, sipil dan politik. Konvensi ini secara garis besar memberikan 
jaminan adanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam 
semua lingkup kehidupan. Pasal lain yang mendukung adalah Pasal 10 
tentang pendidikan kesempatan dan Pasal 12 tentang pelayanan 
fasilitas kesehatan. Pasal 10 dan Pasal 12 CEDAW berbunyi : 
Pasal 10 CEDAW : 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate 
discrimination against women in order to ensure to them equal rights 
with men in the field of education and in particular to ensure, on a 
basis of equality of men and women. 
Pasal 12 CEDAW : 
(a) States Parties shall take all appropriate measures to eliminate 
discrimination against women in the field of health care in order to 
ensure, on a basis of equality of men and women, access to health 
care services, including those related to family planning.  
(b) Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, 
States Parties shall ensure to women appropriate services in 
connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, 
granting free services where necessary, as well as adequate 
nutrition during pregnancy and lactation. 
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Jadi, dalam Pasal 10 dan Pasal 12 CEDAW berisi bahwa adanya 
jaminan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di 
bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan terlebih pada perempuan 
yang mengandung dan melahirkan akan diberikan gizi yang cukup. 
Selain Pasal 10 dan Pasal 12, ada juga pasal yang tidak kalah penting 
dalam melindungi pengungsi perempuan terhadap perdangangan 
wanita dan pengeksplotasi pelacuran yang diatur dalam Pasal 6 
CEDAW  yang berbunyi : 
“states parties shall take all appropriate measures, including 
legislation, to suppress all forms of trafic in women and exploitation of 
prostitution of women”. 
Jadi, dalam Pasal 6 CEDAW ini berisi bahwa adanya jaminan 
perlindungan terhadap perempuan dalam hal perdagangan wanita dan 
pengeksplotasi pelacuran. Terkait dengan konflik bersenjata yang 
terjadi di RDK, bahwa selama konflik berlangsung terjadi 
pembunuhan dan pemerkosaan dilaporkan terjadi di Goma dan bantuan 
belum mencapai warga yang membutuhkannya. Organisasi Oxfam dan 
badan bantuan internasional lain telah menghentikan operasi di kota 
itu. Rumah sakit utama, pertokoan dan perumahan di kota ini pun 
dijarah dan sebagian dilakukan oleh tentara pemerintah Kongo yang 
mundur dari kota itu. Konflik di Republik Demokratik Konggo 
Akibatkan Bencana Kemanusiaan (PRO3RRI – Jakarta, 01 November 
2008, 10:34 WIB).  
Di kota Kinshasa, Kivu Utara terjadi pemerkosaan lebih dari 2000 
perkara perkosaan yang tercatat. Menurut laporan, sebagian besar 
wanita dan anak perempuan korban pemerkosaan tidak melaporkan 
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kejadian yang menimpa mereka kekerasan yang tidak kunjung reda 
mengakibatkan wanita dan anak-anak perempuan mendapatkan 
dampaknya karena mereka merupakan sasaran yang mudah. Stigma 
dan kemampuan dokter akibat kekerasan berlanjut sering 
mengakibatkan kebanyakan perkara perkosaan tidak terlaporkan 
(www.kompas.com, 2000 perkara pemerkosaan terjadi pada pengungsi 
di RDK, 11 Januari 2009, 13: 35 WIB).  
B. Pembahasan  
Pembahasan Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata 
di RDK Menurut Hukum Pengungsi Internasional akan penulis jelaskan 
sebagai berikut. 
 
Perlindungan bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK dibagi 
menjadi dua macam yaitu perlindungan secara umum dan secara khusus yang 
akan dibahas sebagai berikut.  
 
1. Perlindungan bagi pengungsi Secara Umum 
Pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK memerlukan 
perlindungan. Perlindungan secara umum diatur dalam Konvensi 1951 dan 
Protokol 1967 tentang status pengungsi yang terwujud dalam bentuk adanya 
perlakuan standar, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi pengungsi serta 
adanya kewajiban bagi negara untuk menghormati pengungsi dan 
mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan 
perlindungan kepada pengungsi agar memperoleh hak-haknya yang tepat serta 
sesuai dengan harkat kemanusiaan.  
Adapun standar perlakuan, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi 
pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK adalah sebagai berikut. 
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Dalam  aturan hukum pengungsi internasional yang terwujud dalam 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, dijelaskan bahwa 
standar perlakuan terhadap pengungsi (Kate Jastram: 72-73): 
a. Pengungsi tidak seharusnya mendapat hukuman atau perlakuan yang 
merugikan hanya karena kehadirannya di Negara suaka tidak sah. Mereka 
tidak seharusnya dibatasi geraknya selain dari pembatasan yang dianggap 
perlu bagi kepentingan kesehatan umum dan ketertiban masyarakat. 
b. Pengungsi perlu menikmati hak sipil mendasar yang diakui secara 
internasional  
c. Pengungsi harus mendapatkan semua bantuan yang perlu diberi kebutuhan 
pokok hidup, termasuk pangan, papan, fasilitas saniter dan kebutuhan 
dasar. 
d. Pengungsi harus diperlakukan orang yang nasibnya tragis sehingga 
memerlukan pengertian dan simpati khusus. Mereka tidak seharusnya 
dikenai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat 
e. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, agama, pendapat politis, 
kebangsaan, Negara asal atau kekurangan fisik 
f. Mendapatkan lokasi penempatan suaka berdasarkan keselamatan dan 
kesejahteraannya selain kepentingan keamanan bagi Negara suaka. Para 
pengungsi tidak boleh terlibat dalam kegiatan subversive melawan Negara 
asalnya atau Negara lain 
g. Keutuhan keluarga harus dihormati 
h. Semua bantuan yang mungkin untuk menelusuri sanak saudara harus 
dilakukan 
i. Harus dibuat ketentuan yang memadai bagi perlindungan orang di bawah 
umur dan anak-anak yang tidak didampingi 
j. Mengirim dan menerima surat harus diperbolehkan 
k. Bantuan materiil dari teman atau saudara harus diijinkan 
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l. Pengaturan yang sesuai harus dilakukan, bila mungkin, untuk pendaftaran 
kelahiran, kematian, dan perkawinan 
m. Diberikan semua fasilitas yang perlu sehingga mungkin bagi mereka untuk 
menerima solusi berkelanjutan yang memuaskan 
n. Mempermudah repatriasi sukarela  
 
Dalam kasus pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK, masih ada 
beberapa perlakuan standar yang tidak dilaksanakan yaitu pengungsi masih 
ada yang belum menerima bantuan yang diperlukan seperti pangan, papan, 
dan sanitasi. Hal ini terlihat adanya pengungsi yang menderita kelaparan, 
kamp pengungsi yang sudah tidak layak huni karena jumlah pengungsi yang 
semakin bertambah, adanya wabah kolera di kamp penampungan karena 
fasilitas sanitasi yang buruk. Standar lain yang belum dilakukan adalah masih 
terdapat diskriminasi atas dasar suku yakni suku Hutu dan suku Tutsi. 
 
Selain standar perlakuan juga ada hak-hak krusial, kebebasan dan 
kemudahan bagi pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 
1967 tentang status pengungsi. Kebebasan dan kemudahan yang dimaksud 
antara lain sebagai berikut. 
Hak-hak pengungsi yaitu : 
a. Hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan pribadi  
b. Hak mencari dan menikmati suaka  
c. Hak atas pengadilan yang jujur  
d. Hak berkenaan kehidupan pribadi dan keluarga  
e. Hak untuk mendapatkan upaya hukum di tingkat nasional  
f. Hak untuk memperoleh pendidikan  
g. Hak ikut serta dalam kehidupan budaya komunitas  
h. Hak pengakuan sebagai pribadi di depan hukum  
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i. Hak untuk tidak dipulangkan secara paksa (refoulment) 
 
Meskipun hak-hak pengungsi sudah diatur, hak-hak pengungsi akibat 
konflik di RDK masih belum terpenuhi antara lain hak hidup, hak 
kemerdekaan dan keamanan pribadi. Misalnya saja masalah kamp 
pengungsian. Meskipun para pengungsi sudah berada di kamp pengungsian, 
bukan berarti mereka sudah aman. Hal ini jelas sangat terlihat seperti 
terjadinya penyerangan, pemerkosaan, penculikan anak dan pembantaian 
pengungsi di kamp-kamp pengungsi (kamp pengungsi di Goma, Burundi, 
Kibati). Penyerangan kamp-kamp pengungsian yang dilakukan pemberontak 
tentu saja melanggar hak untuk hidup dan dilindungi dari penyerangan.  
 
Hak lain yang belum terpenuhi adalah hak untuk memperoleh 
pendidikan di kamp pengungsian. Hal ini terjadi karena kekurangan dana 
sehingga tidak semua pengungsi terlebih pengungsi anak mendapatkan 
pendidikan di kamp pengungsian meskipun sudah ada program khusus wajib 
belajar 6 tahun. 
 
Selain menghadapi masalah penyerangan di kamp pengungsian dan 
pendidikan, pengungsi juga menghadapi permasalahan lainnya seperti 
kesehatan, makanan, dan sanitasi. Selama di kamp para pengungsi berebut 
makanan, kelaparan dan mengalami berbagai macam penyakit. Penyakit yang 
diderita antara lain malaria, diare, pnemonia, kolera dan gizi buruk. Penyakit-
penyakit tersebut menyebabkan banyaknya pengungsi yang tewas. Penyebab 
terjadinya wabah kolera karena kurang baiknya bangunan kakus di kamp 
pengungsian sehingga persediaan air tercemar. Selain itu juga dikarenakan 
kurangnya air bersih yang layak konsumsi. Permasalahan sanitasi para 
pengungsi adalah kekurangan air bersih dan jarak yang jauh dari kamp 
pengungsian bila para pengungsi mengambil air. Keadaan menjdi semakin 
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memprihatinkan karena banyak pengungsi yang sakit-sakitan dan ada juga 
yang tidak memiliki fasilitas sanitasi di kamp pengungsian bahkan ada juga 
dari mereka yang meminum air dari danau. Kurangnya persediaan air dan 
pangan ini melanggar hak pengungsi yaitu hak untuk memperoleh standar 
hidup yang memadai. Sehingga para pengungsi rentan terhadap penyakit.  
 
Peristiwa-peristiwa yang terjadi melanggar hak pengungsi dalam hal 
mendapatkan fasilitas kesehatan. Selain itu, standar perlakuan bagi pengungsi 
belum sepenuhnya diberlakukan oleh negara suaka.  
 
Sedangkan kebebasan-kebebasan yang didapat adalah :  
a. Kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau penghukuman yang 
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan  
b. Kebebasan dari perbudakan atau perhambaan  
c. Kebebasan pikiran, keyakinan, dan agama  
d. Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang  
e. Kebebasan dari interfensi sewenang-wenang dalam privasi rumah, dan 
keluarga  
f. Kebebasan mendapat dan menyatakan pendapat 
 
Kebebasan para pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK masih 
saja belum didapat. Kebebasan itu antara lain : kebebasan dari penyiksaan, 
perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat kemanusiaan. Para 
pengungsi masih saja mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, kejam 
dan mengalami penyiksaan-penyiksaan seperti pembantaian, penculikan, 
pemerkosaan. Selain itu kebebasan yang tidak didapat adalah kebebasan dari 
perbudakan. Yang diperbudak adalah pengungsi anak-anak. Pengungsi anak-
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anak diculik dan diperbudak. Mereka diperbudak untuk membawa barang 
bawaan para pemberontak seperti senjata yang berat.  
 
 
 
Kemudahan-kemudahan (facilities) yang diberikan oleh negara-negara 
yang bersangkutan terhadap pengungsi ;  
a. Memberikan dokumen identitas   
b. Memberikan dokumen perjalanan  
c. Kebutuhan dasar dan manfaat sosial  
d. Konseling sosial   
e. Bantuan hukum yang diperlukan  
 
Kemudahan belum sepenuhnya diterima pengungsi akibat konflik di 
RDK yang diberikan oleh negara yang bersangkutan seperti Rwanda, Uganda. 
Kemudahan yang dimaksud adalah kebutuhan konseling sosial. Hal ini terjadi 
karena faktor dana. Kekurangan dana menyebabkan kebutuhan konseling 
tidak sepenuhnya terpenuhi.  
 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka negara (baik negara asal 
maupun negara suaka) diharuskan mengambil langkah-langkah yang terbaik 
dengan cara bekerjasama antara negara-negara yang bersangkutan dengan 
PBB maupun organisasi antar pemerintah maupun organisasi non pemerintah. 
Langkah-langkah yang diambil tentunya harus sesuai dengan tujuan, yaitu 
melindungi dan membantu pengungsi. Perlindungan terhadap pengungsi pada 
dasarnya berada pada negara tujuan pengungsi atau negara tempat tinggal 
pengungsi. Pemberian perlindungan terhadap pengungsi harus berdasar pada 
hukum pengungsi internasional maupun hukum nasional negara suaka atau 
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negara yang ditinggali pengungsi. Pengungsi dalam hal ini merupakan 
tanggungjawab internasional yang terwujud dalam lembaga internasional 
yakni United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR) dan negara 
(baik negara asal maupun negara tempat tinggal pengungsi). Selain negara 
yang diharuskan bekerja sama, peraturan yang bertujuan melindungi pun juga 
diharuskan saling mendukung satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam 
melakukan dan memberikan perlindungan tentu tidaklah mudah, dan 
perlindungan bagi pengungsi menurut hukum pengungsi internasional tidak 
dapat berdiri sendiri dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi. 
Peraturan lain yang mendukung dalam upaya pemberian perlindungan bagi 
pengungsi tentu sangat dibutuhkan. Peraturan yang dimaksud adalah deklarasi 
universal hak asasi manusia 1948, konvensi mengenai penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979, dan konvensi anak-anak.  
 
Berdasarkan kenyataannya perlindungan bagi pengungsi akibat konflik 
bersenjata di RDK belum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Masih 
banyak ketentuan-ketentuan yang dilanggar. Dalam hal ini perlakuan terhadap 
pengungsi di RDK belum menerapkan standar perlakuan terhadap pengungsi. 
Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi contohnya para pengungsi tidak mendapatkan 
bantuan kebutuhan pokok seperti papan, pangan, fasilitas sanitasi, pengungsi 
masih diperlakukan tidak beradab.  Hak-hak pengungsi juga masih banyak 
dilanggar misalnya hak hidup, hak pribadi, hak untuk memperoleh 
pendididkan. Kemudian masih ada kebebasan bagi pengungsi yang dilanggar 
misalnya kebebasan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi 
merendahkan martabat kemanusiaan.  
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2. Perlindungan Hukum bagi Kelompok Pengungsi Khusus Akibat Konflik 
Bersenjata di RDK  
       Perlindungan khusus bagi pengungsi khusus meliputi pengungsi anak 
dan pengungsi perempuan yang akan dijelaskan sebagai berikut. 
a. Pengungsi Anak-anak  
Pengungsi anak-anak lebih banyak menghadapi resiko kekerasan. 
Selain itu anak muda di kamp pengungsian dimungkinkan memulai 
aktivitas seksual lebih dini. Tidak hanya itu, dalam keadaan darurat 
pengungsi anak-anak mudah terpisah dari keluarganya. Berdasarkan 
kondisi tersebut, seharusnya pengungsi anak-anak mendapat manfaat 
perlindungan yang sama seperti pengungsi dewasa bahkan diperlukan 
perlindungan khusus. 
 
Perlindungan terhadap pengungsi anak merupakan salah satu 
kategori pengungsi yang memerlukan perlindungan khusus yang diatur 
menurut Konvensi Hak-hak anak 1989. Dalam Pasal 22 konvensi anak 
berisi bahwa kewajiban negara untuk mengeluarkan kebijakan yang 
bertujuan untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada 
pengungsi anak agar memperoleh hak-haknya yang tepat dan sesuia 
dengan harkat kemanusiaan. Pemberian perlindungan terhadap pengungsi 
anak didasarkan pada hukum internasional maupun hukum nasional 
negara asal. Dalam rangka memberikan perhatian dan perlindungan 
secara serius terhadap pengungsi anak-anak, didukung pula konvensi hak 
anak-anak (Convention on the Rights of the Child). Konvensi ini terdiri 
atas 54 pasal dan memuat kewajiban Negara-negara suaka untuk 
memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam konvensi ini terdapat 
empat prinsip yang harus ditaati dan dihormati oleh setiap Negara suaka 
yaitu : 
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1) Prinsip non-diskriminasi anak, dimana anak-anak dapat menikmati 
hak-hak mereka dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat 
lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, 
kecacatan, kelahiran atau status lain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 
(1) konvensi hak anak-anak.  
2) Kepentingan terbaik bagi anak, yang dirumuskan dalam Pasal 3 yaitu 
jika penguasa mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama 
haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip 
ini berkenaan dengan keputusan pengadilan, pejabat administratif, 
badan-badan legislatif dan juga lembaga-lembaga kesejahteraan sosial 
pemerintah maupun swasta.  
3) Hak untuk hidup dan mengembangkan diri, diatur dalam Pasal 6 yang 
mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan 
mengembangkan diri (baik jasmani maupun mental, emosional dan 
sosial) yang harus dijamin semaksimal mungkin.  
4) Pandangan anak yang diatur dalam Pasal 12. Prinsip ini menekankan 
bahwa anak-anak yang mampu mengeluarkan dan mampu untuk 
menyampaikan pendapat sacara bebas, dan selain itu juga dalam hak 
untuk didengar.  
 
Dalam konvensi ini, hak-hak anak meliputi (Achmad Romsan, 
dkk, 2003:151-153) : 
1) Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk hidup, dan 
semua Negara harus menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri 
dari kelangsungan hidup anak 
2) Setiap anak memiliki hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan 
sejak kelahirannya 
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3) Anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orangtua mereka, kecuali oleh 
pejabat yang berwenang bagi kebaikan anak-anak tersebut  
4) Negara-negara suaka harus membantu pertemuan atau penyatuan 
kembali keluarga-keluarga dengan memperkenankan keluar masuknya 
orang-orang dari atau ke wilayah mereka 
5) Para orang tua memiliki tanggungjawab utama untuk membesarkan 
anak mereka, akan tetapi Negara harus memberikan bantuan yang 
layak dan mengembangkan lembaga-lembaga perawatan anak 
6) Negara-negara harus melindungi anak-anak dari penelantaran dan 
bahaya fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi seksual 
7) Negara-negara harus memberikan perawatan alternatif kepada anak-
anak yatim piatu. Proses pengangkatan anak harus diatur secara 
seksama dan perjanjian internasional harus diupayakan untuk 
memberikan rambu-rambu dan harus memastikan keabsahan yuridis, 
apabila ketika orangtua angkat hendak memindahkan anak dari 
kelahirannya 
8) Anak-anak cacat harus memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan 
dan perawatan khusus 
9) Anak-anak berhak atas standar kesehatan tertinggi yang dicapai. 
Negara harus menjamin agar perawatan kesehatan diberikan kepada 
semua anak, dengan menitikberatkan pada upaya-upaya preventif, 
pendidikan kesehatan dan penurunan tingkat kematian anak  
10) Pendidikan dasar haruslah disediakan secara Cuma-Cuma dan wajib. 
Disiplin  dalam sekolah harus menghormati harkat dan martabat anak.  
11) Anak-anak harus mempunyai waktu untuk beristirahat dan bermain, 
mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan 
seni 
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12) Negara-negara harus melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi 
dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau 
membhayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka 
13) Negara harus melindungi anak-anak dari penyalahgunaan obat-
obatan terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau pengedaran 
obat-obatan 
14) Semua upaya harus dilakukan untuk menghapuskan penculikan dan 
perdagangan anak-anak 
15) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan 
bagi kejahatan yang dilakukan oleh seorang sebelum berusia 18 tahun 
16) Anak-anak dalam penahanan harus dipisahkan dari orang dewasa, 
mereka tidak boleh disiksa atau mengalami perlakuan yang kejam atau 
merendahkan martabat. 
17) Anak di bawah usia 15 tahun tidak boleh mengambil bagian dalam 
pertikaian, anak-anak dalam situasi konflik bersenjata harus 
memperoleh perlindungan khusus 
18) Anak-anak penduduk minorita dan penduduk asli harus secara bebas 
menikmati budaya, agama, dan bahasa mereka sendiri 
19) Anak-anak yang menderita perlakuan buruk, penelantaran atau 
eksploitasi harus memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk 
menyembuhkan dan merehabilitasi mereka 
20) Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana harus 
diperlakukan sedemikian rupa sehingga memajukan rasa harkat dan 
martabat mereka dan ditujukan untuk mengintegrasikan mereka ke 
dalam masyarakat. 
 
Pengungsi anak-anak akibat konflik di RDK memerlukan 
perhatian dan perlindungan yang sama seperti pengungsi dewasa. Begitu 
halnya dengan pengungsi anak akibat konflik di RDK. Hal ini mengingat 
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kebutuhan khusus dan kerentanan mereka sehingga mereka harus pula 
menerima perlindungan dan bantuan khusus.  
 
Dalam keadaan darurat, pengungsi anak-anak mudah terpisah dari 
keluarganya. Maka, upaya registrasi dan penelusuran harus segera 
dilembagakan. Anak-anak yang terpisah menghadapi resiko yang lebih 
besar daripada anak pengungsi lain, karena mereka direkrut untuk 
menjadi tentara atau dieksploitasi secara seksual. Karena kebutuhan 
perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh, bahkan anak yang 
tetap tinggal dengan keluarganya sangat menderita trauma dan gangguan 
pelarian.  
 
Selain itu, di negara-negara dimana pengungsi dewasa ditahan, 
anak-anak juga menghadapi resiko ditahan. Kecuali orang tua diberi 
kesempatan untuk dibebaskan. Anak-anak seharusnya tidak ditahan 
kecuali bila tidak ada cara lain untuk menjamin keutuhan keluarga. 
Selama penentuan status perorangan, seorang wali harus ditunjuk untuk 
mewakili kepentingan terbaik bagi anak yang terpisah.  
 
Pengungsi anak-anak akibat konflik bersenjata di RDK yang 
dipengaruhi pertikaian bersenjata mempunyai hak akan perlindungan dan 
diperlakukan khusus, mengingat kerentanan mereka untuk dipublikasikan 
secara terpaksa terhadap risiko cidera, eksploitasi dan kematian. Hak 
penting lainnya adalah pendidikan, pangan yang cukup dan standar 
kesehatan yang tinggi yang dapat dicapai. Dari peristiwa-peristiwa di 
atas, terlihat bahwa hak memperoleh pendidikan dasar tidak dapatkan 
oleh pengungsi anak.   
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Pendidikan merupakan salah satu hak dan fasilitas bagi pengungsi 
anak  akibat konflik bersenjata di RDK, tetapi pemberian hak itu 
terhambat karena faktor dana. Selain faktor dana juga disebabkan faktor 
lain, yaitu jumlah pengungsi anak yang bersekolah semakin rendah 
karena terlalu lemah untuk belajar terlebih pengungsi anak perempuan. 
Hal itu terjadi karena banyak pengungsi anak perempuan yang dipaksa 
menjadi pekerja seks komersial.  
 
Keadaan pengungsi anak akibat konflik bersenjata akibat konflik 
bersenjata di RDK sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat adanya 
diskriminasi, penculikan anak, pengeksploitasian anak, tentara anak, 
pendidikan yang belum didapat dan bahkan anak-anak dijadikan pekerja 
seks komersial. Tentu saja hal ini melanggar hak-hak anak yang tertuang 
dalam Konveni 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi pada 
umumnya, dan melanggar Konvensi hak-hak anak pada khususnya.  
 
b. Pengungsi Perempuan  
   
Perempuan merupakan separuh dari populasi pengungsi. 
Pengungsi perempuan memiliki banyak kebutuhan yang sama seperti 
pengungsi laki-laki antara lain perlindungan terhadap pemulangan yang 
dipaksakan, hormat terhadap hak manusianya selama di pengungsian dan 
bantuan untuk mencari solusi berkelanjutan bagi nasibnya. Namun, 
mereka juga mempunyai kebutuhan yang berbeda dan kebutuhan 
tambahan selama di tempat pengungsian. Hak untuk hidup dan dilindungi 
dari penyerangan terhadap pengungsi dilanggar oleh pemberontak.  
 
Dalam kondisi yang sering kacau akibat kejadian-kejadian di atas, 
perempuan sangat rentan terhadap kekerasan seksual dan bentuk 
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kekerasan lain. Setelah itu, mereka sering memikul tanggung jawab bagi 
anggota keluarga lainnya yang lebih rentan seperti anak-anak dan orang 
tua. Perempuan sering terpisah dari anggota keluarga laki-laki yang 
mungkin sedang terlibat langsung dalam pertikaian atau tertinggal di 
belakang untuk menjaga hak milik keluarga. 
 
Dalam situasi kamp, gangguan terhadap pola tradisional 
pembuatan keputusan dapat membiarkan perempuan tanpa suara dalam 
hal yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan keselamatan mereka. 
Misalnya, jika laki-laki atau fraksi tertentu yang bertugas adalah laki-laki 
seperti mengendalikan pembagian bantuan, perempuan mungkin terpaksa 
menukarkan layanan seksual untuk makanan. Perempuan dapat pula 
berisiko menderita kekerasan seksual dari pengungsi lain, penduduk 
lokal, pejuang yang berada di sekitar bahkan polisi atau petugas 
keamanan di Negara pemberi suaka.  
 
Di negara dengan prosedur penentuan status perorangan, 
perempuan yang bepergian dengan anggota keluarga laki-laki mungkin 
tidak diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan sendiri, bahkan 
bila permintaan laki-laki ditolak. Perempuan dapat menghadapi lebih 
banyak kesulitan untuk berbicara secara terus terang kepada pewawancara 
laki-laki atau melalui penerjemah laki-laki, khususnya jika terdapat aspek 
dari permintaan status pengungsinya yang mencakup kekerasan seksual 
atau masalah kehormatan keluarga. 
 
Selain dari hambatan prosedural dalam sistem penentuan status, 
mungkin terdapat hambatan hukum terhadap penilaian yang akurat dari 
permintaan sehubungan gender. Penganiayaan terkait gender adalah 
istilah yang digunakan dalam hukum internasional tentang pengungsi 
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untuk menjelaskan berbagai claim. Dari hal ini dapat diakui bahwa 
gender dapat mempengaruhi jenis penganiayaan yang diderita dan/atau 
alasan untuk perlakuan demikian. 
 
Penganiayaan terkait gender biasanya meliputi tindakan kekerasan 
seksual, kekerasan keluarga, keluarga berencana yang dipaksa, mutilasi 
genital perempuan, hukuman untuk pelanggaran adat istiadat sosial dan 
homoseksualitas. Permintaan demikian mungkin berbeda satu sama lain 
karena menggabungkan bentuk penganiayaan dengan alasan 
penganiayaan. Persamaannya adalah bahwa gender merupakan faktor 
yang relevan untuk menentukan permintaan. 
 
Untuk meminimalisir penindasan terhadap pengungsi perempuan 
dan memberikan perlindungan, maka dibuatlah peraturan yang 
memberikan perlindungan bagi pengungsi perempuan. Perlindungan 
kepada pengungsi perempuan juga merupakan salah satu pengungsi 
khusus. Perlindungan pengungsi perempuan diatur dalam konvensi 
mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women). Konvensi ini terdiri atas 30 pasal yang berisi tentang pemberian 
jaminan adanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam semua 
lingkup kehidupan, termasuk bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, 
kebangsaan, dan perkawinan. Pemberian jaminan adanya persamaan hak 
antara laki-laki dan wanita tertuang dalam Pasal 1 CEDAW. Persamaan 
antara laki-laki dan wanita terkait dengan pengungsi di RDK yang diatur 
dalam CEDAW antara lain dalam hal : 
(a) Tentang pendidikan yang diatur dalam Pasal 10 CEDAW 
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(b) Kesempatan atas pelayanan fasilitas kesehatan yang diatur dalam 
Pasal 12 CEDAW 
Ada beberapa ketentuan dalam konvensi ini yang mengatur 
kewajiban negara suaka selain Pasal 10 dan Pasal 12, yang sangat penting 
dalam melindungi dan menghormati hak asasi manusia yakni pengungsi 
wanita. Pengungsi wanita dalam pengungsian sangat rentan terhadap 
perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran yang diatur dalam Pasal 6.  
 
Dalam hal kaitannya dengan pengungsi wanita akibat konflik 
bersenjata di RDK maka negara diharuskan mengambil kebijakan yang 
tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi pengungsi wanita. 
Kebijakan yang diambil pun harus berpegang teguh pada aturan hukum 
internasional yang memuat perlindungan bagi pengungsi wanita. 
Misalnya saja pemisahan kamp wanita dan laki-laki, pemisahan kamar 
mandi wanita dan laki-laki, persamaan hak mengenai rasa aman dan 
nyaman. 
 
Kaitannya dengan kondisi wanita akibat konflik bersenjata di 
RDK yang berstatus pengungsi, maka persamaan hak dalam hal 
perlindungan memerlukan perhatikan yang serius dalam setiap 
kebijaksanaan yang diambil negara baik negara suaka maupun negara asal 
untuk mengetahui pendapat dan pandangan pengungsi wanita sehingga 
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi penanganan 
kepentingan wanita saat berada pada situasi mengungsi. 
 
Kondisi dan situasi pengungsi wanita akibat konflik bersenjata di 
RDK yang berada di kamp-kamp pengungsian cukup memprihatinkan. 
Selain kurang pangan dan gizi, mereka juga menderita penyakit bahkan 
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pelecehan seksual. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kepastian 
penyelesaian, tidak ada pola penanganan dan kebijakan khusus untuk 
menangani pengungsi wanita.  
 
Terkait masalah gender yang terjadi pada pengungsi akibat konflik 
bersenjata di RDK, maka membutuhkan suatu definisi konvensi 
pengungsi yang peka akan permasalahan gender sebagaiman pentingnya 
informasi tentang negara asal pemohon suaka untuk menentukan 
permohonan pengungsi. Sehingga definisi tentang pengungsi dapat 
diinterpretasikan secara benar. 
 
Keadaan pengungsi perempuan akibat konflik bersenjata di RDK 
sangat memprihatinkan. Terlihat masih adanya diskriminasi karena 
gender, penyiksaan dan penganiayaan, tindakan kekerasan baik secara 
fisik maupun seksual. Tentu saja hal ini melanggar ketentuan secara 
umum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, 
dan secara khusus melanggar konvensi mengenai penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979.  
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BAB IV 
  SIMPULAN 
 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut.  
 
Perlindungan pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK dibagi 
menjadi dua yaitu perlindungan secara umum yang diatur dalam Konvensi 
1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, dan perlindungan secara 
khusus yang ditujukan bagi pengungsi kelompok khusus yakni pengungsi 
anak-anak dan pengungsi perempuan yang diatur dalam Konvensi Hak Anak-
anak dan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap wanita 1979 (CEDAW). 
 
 Perlindungan pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK belum 
memenuhi semua hak terhadap pengungsi yang tertuang dalam Konvensi 
1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, Konvensi mengenai 
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979 (CEDAW), 
Konvensi hak anak-anak (Convention on the Rights of the Child) yaitu tentang 
hak dan kewajiban pengungsi, standar perlakuan pengungsi yang meliputi 
pengungsi dewasa, pengungsi perempuan, pengungsi anak.  
Adapun unsur-unsur yang belum terpenuhi adalah kamp-kamp 
pengungsi yang sudah tidak layak pakai, sanitasi kamp yang buruk, 
kekurangan pangan yang menyebabkan berbagai macam penyakit seperti 
kelaparan, malaria, diare, pneumonia, kolera, dan gizi buruk yang melanggar 
hak pengungsi yang merupakan penjabaran dari Pasal 2 Konvensi 1951. 
cviii 
 
Unsur lainnya yaitu pengungsi belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya 
sebagai pengungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi 1951 dan 
Protokol 1967 seperti hak keselamatan, keamanan, hak untuk hidup, masih 
adanya diskriminasi terlebih kepada pengungsi wanita dan anak yang 
melanggar Pasal 1 Konvensi hak anak-anak (Convention on the Rights of the 
Child ) dan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 12 CEDAW.  
 
B. Saran ditujukan kepada Lembaga Internasional khususnya UNHCR dan 
lembaga internasional lainnya serta negara baik negara asal maupun  negara 
suaka  
1. Perlu adanya peningkatan perlindungan dalam hal penanganan terhadap 
pengungsi seperti keamanan, pangan, kesehatan, pendidikan oleh pihak 
yang berkewajiban terhadap pengungsi yaitu negara asal maupun negara 
suaka, lembaga internasional seperti UNHCR, ICRC, UNICEF, WPP, 
WHO. 
2. Pengungsi akibat konflik bersenjata di RDK khususnya pengungsi anak, 
harus mendapatkan perhatian dan manfaat yang sama seperti pengungsi 
dewasa. 
3. Agar tidak ada masalah tentang gender terkait dengan pengungsi 
perempuan akibat konflik bersenjata di RDK, diperlukan adanya suatu 
definisi konvensi pengungsi yang peka terhadap permasalahan gender. 
Sehingga definisi tentang pengungsi dapat diinterpretasikan secara benar.   
4. Perlu adanya sosialisasi oleh berbagai lembaga atau organisasi sosial 
mengenai Hukum Pengungsi Internasional secara menyeluruh sehingga 
prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalamnya dapat 
dilaksanakan sebagaimana seharusnya. 
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